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PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk lebih mudah penulisan tesis ini, ada beberapa
aturan yang menjadi pegangan penulis, penulis menggunakan
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Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
sebagaimana tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan
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ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam
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dapat terhindarkan.
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ABSTRAK

Judul Tesis . Status Hukum Anak Perkawinan
Belum Tercatat Berdasarkan
PERMENDAGRI Nomor 108
Tahun 2019 Terhadap Perlindu-
ngan Anak (Studi Kasus di
Kabupaten Bireuen)

Nama/NIM : Amzal/20101004

Pembimbing | : Prof. Dr. Soraya Devy, M. Ag
Pembimbing Il : Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA
Kata Kunci : Permendagri, Anak, Perkawinan,

Perlindungan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019
Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil. Aturan tersebut menyatakan kebolehan
pembuatan Kartu Keluarga atas perkawinan siri dengan status
“Perkawinan belum tercatat”. Penelitian ini dilakukan di
Kabupaten Bireun dengan tujuan untuk menganalisis proses
pelaksanaan permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang
Kebolehan Pencatatan Anak Perkawinan Belum Tercatat. Dan
mengkaji konsekuensi berlakunya Permendagri Nomor 108
Tahun 2019 Terhadap Perlindungan Anak. Metode penelitian
yang digunakan adalah field research (penelitian lapangan)
dalam mengambil kesimpulan menggunakan jenis penelitian
deskriptif analisis yaitu memaparkan secara detail fakta-fakta
yang ditemukan di lapangan atau masyarakat, kemudian di
analisis kembali untuk memperoleh kesimpulan terhadap
permasalahan  dalam  penelitian ini. Hasil  penelitian
menunjukkan bahwa Proses Pelaksanaan Permendagri Nomor
108 Tahun 2019 Tentang Kebolehan Pencatatan Anak
Perkawinan Belum Tercatat dengan Pencantuman frasa
“Perkawinan Belum Tercatat” di dalam Kartu Keluarga dan
Akta Kelahiran telah legal dilaksanakan sesuai dengan amanat
dari Permendagri tersebut agar menunjukkan perbedaan pada
status hukum anak yang lahir dari perkawinan tercatat dan anak
yang lahir dari perkawinan belum tercatat. Hanya dengan

XV



melampirkan bukti Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
(SPTJM) maka anak yang lahir dari perkawinan belum tercatat
dapat memperoleh Akta Kelahiran dengan tambahan frasa
“Perkawinan Belum Tercatat” dengan tujuan sebagai tanggung
jawab negara untuk memberikan perlindungan hukum pada
anak khususnya dalam memenuhi hak dasar anak. Adapun
konsekuensi berlakunya Permendagri Nomor 108 Tahun 2019
Terhadap Perlindungan Anak. Dapat dilihat dari dua sisi postif
dan juga negatif. Positif memberikan hak anak dalam hal
ketertiban administrasi, dapat terpenuhinya hak dasar anak
berupa bantuan sosial, pendidikan dan kesehatan, melindungi
anak dari kelalaian tanggung jawab orangtuanya, memberikan
kepastian mengenai asal usul anak (siapa ayah dan ibunya).
Pada sisi lain dapat membuka informasi tentang perkawinan siri
dan perkawinan adat yang telah terpenuhinya syarat sah dan
rukun pernikahan yang di atur oleh agama kemudian didorong
dan dilanjutkan dengan itsbat nikah agar pernikahannya
dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum. Negatifnya,
anak dari perkawinan belum tercatat tidak mempunyai kekuatan
hukum yang kuat, perlindungan terhadap anak tersebut hanya
sebatas pada ketertiban administrasi guna dapat memperoleh
hak dasarnya. Anak perkawinan belum tercatat juga tidak dapat
menuntut hak akan warisan. Berpotensi adanya manipulasi data
dalam SPTJM terhadap anak luar nikah yang akan berakibat
pada kejelasan status hukum anak. Pada sisi lain dengan adanya
Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 berpotensi melemahkan
otoritas lembaga pencatat perkawinan Kantor Urusan Agama
dan Kantor Pencatatan Sipil, mempersempit kewenangan
lembaga peradilan dalam hal penetapan (istbat) suatu
perkawinan yang tidak tercatat. Bertentangan dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam hal pencatatan
perkawinan.
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ABSTRACT

Thesis Title : The Legal Status of Children in
Unrecorded Marriages Based on
PERMENDAGRI Number 108
of 2019 Against Child Protection
(Case Study in Bireuen Regency)

Name/NIM : Amzal/20101004

Advisor | : Prof. Dr. Soraya Devy, M. Ag
Advisor 11 : Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA
Keywords : Permendagri, Children,

Marriage, Protection

Regulation of the Minister of Home Affairs Number 108 of
2019 concerning Requirements and Procedures for Population
Registration and Civil Registration. The regulation states the
permissibility of making a Family Card for siri marriages with
the status of "unregistered marriage”. This study aims to
analyze the process of implementing Permendagri Number 108
of 2019 concerning the Allowance for Registration of Children
in Unregistered Marriages. And examine the consequences of
the enactment of Permendagri Number 108 of 2019 on Child
Protection. This research uses qualitative methods with an
empirical juridical approach. Data collection through
observation, interviews and documentation in the form of audio
and visual. The results showed that the process of implementing
Permendagri Number 108 of 2019 concerning the Allowance
for Registration of Children in Unrecorded Marriages by
including the phrase "Unrecorded Marriages” on Family Cards
and Birth Certificates has been legally implemented in
accordance with the mandate of the Regulation of the Minister
of Home Affairs to show differences in the legal status of
children born of registered marriages and children born of
unregistered marriages. Only by attaching evidence of a
Statement of Absolute Responsibility (SPTJM), children born
from unregistered marriages can obtain a Birth Certificate with
the additional phrase "Unregistered Marriage" with the aim of
being the state's responsibility to provide legal protection to
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children, especially in fulfilling children's basic rights. As for
the consequences of the enactment of Permendagri Number 108
of 2019 on Child Protection. It can be seen from both positive
and negative sides. Positively giving children's rights in terms
of administrative order, fulfilling children's basic rights in the
form of social assistance, education and health, protecting
children from negligence of parental responsibilities, providing
certainty regarding the origin of children (who is the father and
mother). On the other hand, information can be disclosed about
unregistered marriages and customary marriages that have met
the legal requirements and pillars of marriage regulated by
religion, then encouraged and followed by itsbat marriage so
that the marriage is declared valid and has legal force.
Negatively, children from unregistered marriages do not have
strong legal force, protection for these children is only limited
to administrative order in order to be able to obtain their basic
rights. Children of marriage have not been registered nor can
they claim inheritance rights. There is potential for
manipulation of data in the SPTJM for children out of wedlock
which will result in clarity on the legal status of the child. On
the other hand, the existence of Permendagri Number 108 of
2019 has the potential to weaken the authority of marriage
registrars at the Office of Religious Affairs and the Civil
Registry Office, narrowing the authority of the judiciary in
terms of determining (istbat) a marriage that is not registered.
Contrary to Law Number 16 of 2019 in terms of registration of
marriages.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan ketuhanan yang Maha esa. Perkawinan dalam Islam
disebut sebagai pernikahan.t

Di Indonesia posisi hukum perkawinan Islam berada di
bawah pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang
kemudian telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2019 tentang perkawinan yang menjadi payung bagi seluruh hukum
perkawinan agama Islam di Indonesia.? Hukum perkawinan Islam
menjadi tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan
Perundang-undangan yang berlaku, yaitu dicatatkan menurut
ketentuan Undang-undang.

Pencatatan nikah menyebabkan berubahnya status hukum
perkawinan, dari perkawinan bawah tangan atau siri® menjadi
perkawinan yang legal menurut UU. Dalam hal ini perlu dipahami

bahwa perkawinan siri tetap sah karena sesuai dengan hukum

'Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1974 Nomor
1,1974).

2Lihat Pasal2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan

3Siri dalam arti perkawinan bawah tangan, merupakan istilah sosiologis
yang berkembang di dalammasyarakat, berbeda dengan istilah Sirri dalam arti
syar’i.
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agama, tetapi merupakan perkawinan yang tidak legal (tidak diakui
oleh hukum yang berlaku) secara negara sebelum perkawinan itu
dicatatan.

Akibat hukum dari status legal tersebut adalah adanya
perlindungan hukum terhadap perkawinan tersebut, dan terhadap
anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Anak-anak yang
lahir dari perkawinan siri tidak mendapatkan perlindungan hukum
disebabkan perkawinan orang tua mereka tidak sah dimata hukum.
Artinya bahwa hubungan hukum antara orang tua dan anak tidak
diakui oleh negara. Mereka tidak dilindungi hak-haknya sebagali
seorang anak, status mereka adalah anak diluar perkawinan yang
hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Sehingga
apabila ayah biologis dari anak melalaikan kewajibannya sebagai
seorang ayah untuk memberi nafkah, memelihara, memberi biaya
pendidikan dan kesehatan maka hukum tidak dapat memberikan
perlindungan. Dan ketika si ayah meninggal dunia, maka anak
tersebut tidak mendapatkan hak untuk mewarisi sebagaimana yang
ditetapkan oleh hukum Islam.®

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)
tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.”® Di Indonesia
perhatian dalam bidang perlindungan anak menjadi salah satu

tujuan pembangunan. Adapun perlindungan anak ditujukan untuk

4Lihat konsep pada pasal 2 ayat (1) UU perkawinan.

SLihat KHI Buku I dan Buku I

®Undang-Undang RI Tentang Perlindungan Anak No. 23 Tahun
2002(Surabaya: MediaCenter, 2006), him. 119.



menjamin terpenuhinya hak-hak anak, sesuai pasal 4 sampai 18

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 antara lain:

a.

Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan
martabatnya, terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.
Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir,
berekspresi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya.

Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh
oleh orangtuannya sendiri, termasuk diangkat sebagai anak
asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai peraturan
Perundang-undangan.

Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan
social sesuai keutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
Hak memperolen pendidikan dan pengajaran untuk
pengembangan kepribadian dan tingkat kecerdasan dan bagi
anak cacat berhak memperoleh pendidikan luar biasa, dan
memiliki keunggulan mendapatkan pendidikan khusus.’

Untuk memperoleh haknya maka si anak haruslah memiliki

kejelasan status. Status anak dapat dikategorikan dalam kelompok

anak sah dan tidak sah hal ini disesuaikan berdasarkan proses

perkawinan orangtua mereka. Undang-Undang Perkawinan Pasal

42 menyebutkan “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan

dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Dan Pasal 43

menyebutkan “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya

’Undang-Undang RI.,0p.cit.



mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga
ibunya.” Hal ini menegaskan status anak yang dilahirkan dari
pernikahan siri yang tidak dapat digolongkan dalam anak dari
pernikahan yang sah secara hukum positif karena asas yang
digunakan ialah pernikahan yang di catat.®

Apabila dihubungkan status anak dengan Putusan
Mahkamah  Konstitusi Nomor  46/PUU-VIII/2010 terkait
permohonan Machica Mochtar yang dikabulkan hakim terhadap
status anaknya menyatakan bahwa Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan
bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai
menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat
dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau
alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan
darah sebagai ayahnya. Artinya putusan Mahkamah Konstitusi ini
tidak berbicara pada pengakuan terhadap anak dari nikah sirri yang
harus diakui sebagai anak yang sah menurut Undang-undang, akan
tetapi Mahkamah Konstitusi dalam putusannya lebih dekat pada
perlindungan anak untuk memperoleh haknya sehingga orang tua
laki-lakinya tidak lepas tanggung jawab sebagai ayahnya.

Hal tersebut termuat dalam Pasal 43 ayat 1 sebagai berikut.
“anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki
sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum

®Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1...



mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan
keluarga ayahnya.”®

Kemudian dalam Pasal 55 ayat 1 UU Perkawinan
disebutkan bahwa “Asal-usul atau status anak hanya dapat
dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan
oleh pejabat yang berwenang.” Untuk memperoleh akta kelahiran
yang autentik orang tuanya perlu melengkapi surat keterangan
kelahiran, buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang
sah, KK dan KTP Elektronik.1°’Dengan kata lain, pelaku nikah siri
dalam hal ini tidak dapat melampirkan persyaratan di atas karena
sejak mereka melangsungkan pernikahan sudah tidak sejalan
dengan kehendak hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Akibatnya anak-anak yang dirugikan karena perbuatan
orang tua mereka telah hilang hak mereka untuk memperoleh akta
kelahiran sebagai bukti pengakuan negara kepadanya sebagai anak
yang sah dan syarat utama untuk memperoleh hak-hak utama di
bidang kesehatan, dan pendidikan. Tujuan negara untuk
memberikan kesempatan kepada anak untuk tumbuh kembang
secara optimal, baik fisik maupun mental akan terhalang dengan
kesalahan orang tua pelaku nikah siri yang berdampak pada

pengakuan negara atas hak anak.

®Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perkara
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, him. 37.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden nomor 96 Tahun 2018
Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil, (Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2018).



Kemudian  muncul  gagasan  pemerintah  melalui
Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) dengan menerbitkan
Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 48 ayat
2 yang berbunyi “Dalam hal pencatatan kelahiran sebagai
dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan
berupa: a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang
sah; dan b. status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan
status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, dicatat dalam
register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak
ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu: “Perkawinan belum
tercatat” sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-
undangan.”!!

Menurut Dirjen Kemendagri, sebagaimana mengutip dari
tulisan Ida Nurhaida yang merupakan seorang hakim pada
Pengadilan Agama Pekanbaru mengatakan “setiap penduduk
Indonesia wajib terdata dalam KK, oleh karena itu Dukcapil
memberi pelayanan bagi semua warga. Termasuk bagi mereka
yang melakukan perkawinan secara siri, data-datanya dapat
dimasukkan dalam satu KK (Kartu Keluarga) sama halnya dengan

pernikahan resmi. Hanya saja Dukcapil memberi tanda khusus pada

11Republik Indonesia, Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,
(Jakarta: Lembaran Negara Nomor 1789 Tahun 2019).



KK tersebut dalam kolom keterangan (perkawinan belum tercatat)
demi mencegah maraknya pernikahan siri?

Pada dasarnya kekuatan hukum sebuah produk dalam hal
ini Permendagri 108 Tahun 2019 tidak dapat membatalkan produk
hukum yang lebih tinggi tingkatannya yaitu UU Perkawinan.
Dalam UU Perkawinan tidak mengenal istilah nikah siri, karena
UU Perkawinan memegang asas setiap pernikahan harus dilakukan
pencatatan. Pernikahan yang tidak di catat menjadi tidak diakui
oleh negara dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut di
nasabkan hanya kepada ibunya sesuai dengan Pasal 43 ayat 2 UU
Perkawinan.*®

Dalam hal ini kepala KUA Kuta Blang dan KUA
Peusangan di Kabupaten Bireuen yang secara langsung turut
berkontribusi dalam pencatatan perkawinan di Indonesia.
Menyatakan secara aturan tidak mengetahui adanya aturan yang
membolehkan pernikahan siri untuk mendapatkan KK (Kartu
Keluarga) tanpa adanya kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh
pihak KUA sebagai pengakuan sahnya pernikahan mereka. Terkait
dengan terbitnya surat-surat seperti KK dan akta kelahiran untuk
anak pernikahan siri pada Disdukcapil menurutnya hanya semata-
mata untuk ketertiban administrasi bukan pengakuan atas sahnya

pernikahan siri tersebut.

2]da Nurhaida, Meninjau Pencatatan Nikah Siri di KK, di akses pada
https://news.detik.com/kolom/d-5857291/meninjau-pencatatan-nikah-siri-di-kk.

BAndi Saputra, Nikah Siri Nasibmu Kini, Bisa Dicatat di KK tapi Tak
Diakui uu Perkawinan, (DetikNews, 2021). Diakses  pada
https://news.detik.com/berita/d-5764657/nikah-siri-nasibmu-Kkini-bisa-dicatat-di-
kk-tapi-tak-diakui-uu-perkawinan/1.



Selama menjabat sebagai kepala KUA Kuta Blang Mursal
belum menemukan kasus atau laporan dari perangkat desa terkait
kasus tersebut. Sebagai aparatur negara yang turut langsung
berkontribusi dalam persoalan pencatatan perkawinan menegaskan
setiap peluang yang diberikan pada pelaku perkawinan secara siri
dan bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan maka harus
dibatalkan, agar proses pencatatan yang telah berjalan dengan
sangat baik tidak menjadi permasalahan baru di tengah-tengah
masyarakat.'*

Sedangkan menurut Ismuar kepala KUA Peusangan terkait
adanya aturan Kemendagri Nomor 108 Tahun 2019 perihal
pernikahan siri dan anak pernikahan siri yang memungkinkan
untuk memperoleh KK dan akta kelahiran anak memberikan
peluang melegalkan nikah siri karena dengan tidak mencatatkan
perkawinannya pun masih mendapat pelayanan untuk mengurus
akta kelahiran anak hanya dengan menambahkan frasa perkawinan
belum tercatat. Menurutnya akibat hukum yang timbul dikemudian
hari dari hal tersebut sangat besar dimana nanti akan muncul
perceraian tidak tercatat. Dengan adanya aturan itu dikhawatirkan
akan mendegradasikan kewenangan KUA sebagai lembaga resmi
untuk mencatatkan perkawinan.

Pihak KUA dengan tegas akan menolak apabila ada yang
mendaftarkan pernikahannya tanpa adanya bukti perceraian dari

pengadilan jika catin sudah pernah melakukan perkawinan dan izin

14Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Kuta Blang Bireuen Bapak T.
Mursal M. Nur pada tangga 24 Maret 2022.



pengadilan terhadap pelaku poligami. Hal ini kemudian akan
muncul keraguan perihal kebenaran isi surat yang dilampirkan
masyarakat dalam mengurus KK dan Akta Kelahiran apabila
perkawinan tersebut belum tercatat di KUA, kekhawatiran itu
cukup mendasar dikarenakan mempertanyakan bagaimana
membuktikan kebenaran isi dari surat-surat tersebut, ada
kemungkinan tanggal surat tersebut dimundurkan sehingga terlihat
anak yang lahir dari perkawinan siri ini telah sesuai dengan
perkawinannya.

Oleh karena itu jalan satu-satunya menurut Mursal ialah
melakukan itsbat nikah ke pengadilan untuk membuktikan
keabsahan dari perkawinan secara siri tersebut dan anak yang telah
lahir diakui sebagai anak yang sah dalam perkawinan. Perlu
dipahami oleh masyarakat bahwa negara telah mengatur dengan
sistematis aturan tentang perkawinan ini hanya tinggal masyarakat
agar mau mengikuti alurnya. Lagipula aturan yang telah ada
bukalah untuk mempersulit masyarakat melainkan untuk
memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.*®

Disisi lain kepala bidang pemanfaatan data dan inovasi
pelayanan bidang pencatatan Kabupaten Bireuen mengatakan
bahwa adanya Permendagri nomor 108 tahun 2019 semata-mata
untuk memberikan perlindungan dan pengakuan kepada anak
sebagaimana yang di amanatkan oleh Undang-Undang. Terkait

argument yang berkembang tentang melegalkan pernikahan siri

Hasil Wawancara dengan Ismuar, Kepala KUA Peusangan Bireuen
pada tanggal 24 Maret 2022.
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dapat dinyatakan tidak benar. Apabila pelaku nikah siri ingin
mendapatkan haknya maka harus melampirkan penetapan
pengadilan terhadap pengakuan pernikahannya. Terkait dengan
legalitas hukum KK dan Akta Kelahiran dengan frasa perkawinan
belum tercatat pihak Disdukcapil juga menjelaskan bahwa secara
negara tidak diakui seperti tuntutan hak waris, hak nafkah dan
sebagainya sepanjang pernikahannya masih siri. Namun akta
kelahiran tersebut bagi anak tetap diakui oleh negara untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Akan tetapi
dalam hal waris tidak di akui.*®

Kemendagri, Kemenag Rl dan Mahkamah Agung juga telah
melakukan musyawarah panjang untuk mencari solusi dari polemik
yang timbul akibat Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tersebut.
Terdapat aturan khusus dalam hal ini yaitu bagi pelaku perkawinan
secara siri dengan status perawan dan perjaka boleh mencatatkan
perkawinannya dengan frasa perkawinan tidak tercatat. Bila isteri
kedua (dalam artian berpoligami) itu tidak boleh di catat kecuali
dapat izin dari isteri pertama sesuai dengan Undang-Undang
Perkawinan. Akan tetapi Disdukcapil Bireuen selalu menyarankan
untuk melakukan Itsbat Nikah ke Pengadilan sebagai langkah yang
paling tepat.’

Solusi lain yang disepakati dalam pertemuan antar lembaga

tersebut adalah tentang anak dari perkawinan siri pelaku poligami.

Hasil Wawancara dengan Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi
Pelayanan yang diwakili oleh Indah Bidang Pencatatan. Pada tanggal 24 Maret
2022.

TIbid.
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Apabila mendapatkan izin dari isteri pertama untuk mencantumkan
nama suaminya kepada anak siri suaminya maka dapat dicatatkan
kedalam akta kelahiran anak nama bapaknya dengan melampirkan
surat izin dari isteri pertama sebagai isteri sah yang diakui negara.
Namun apabila isteri pertama tidak memberi izin maka anak akan
di catat dalam akta kelahiran sebagai anak ibu semata.

Terlepas dari semua itu, pihak disdukcapil Bireuen
berargumen bahwa mereka meyakini perkawinan siri yang
mengajukan permohonan administrasi telah melakukan pernikahan
yang sah secara agama. Apabila tidak sah sudah pasti juga telah
mengalami penolakan oleh masyarakat di tempat mereka tinggal.*®
Disdukcapil Kabupaten Bireuen juga menegaskan dengan adanya
Permendagri nomor 108 tahun 2019 tersebut bukan untuk
mengesahkan perkawinan siri akan tetapi untuk melindungi hak
dasar anak yang dijamin oleh negara melalui Undang-undang.*®

Dari sudut persoalan berbeda pencatatan perkawinan dalam
UU Dersifat wajib (mandatory), bukan bersifat sukarela
(voluntary).?® Oleh karena itu penambahan frasa “perkawinan
belum tercatat” pada akta kelahiran dianggap aneh bagi sebagian
orang karena berusaha mendegradasikan peraturan yang lebih
tinggi daripadanya. Aturan Permendagri ini selain membuat
bingung lembaga pencatatan pernikahan (KUA dan Pencatatan

B1bid.

Bibid.

2H, Saubari, Problem Pencatatan Nikah Pasca Kebijakan SPTJM
Permendagri 9/2016,(Kalimatan Selatan: Kanwil Kemenag Kalsel, 2020).
Diaksek pada https://kalsel.kemenag.go.id/opini/702/Problem-Pencatatan-Nikah-
Pasca-Kebijakan-SPTJM-Permendagri-92016.
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Sipil) juga hanya memberikan harapan palsu kepada masyarakat.
Namun, tidak dapat juga kita pungkiri bahwa aturan tersebut
berupaya memberikan perlindungan terhadap anak terutama dalam
hal pendidikan dan kesehatan.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam
mengenai persolan ini dengan fokus pada‘“Status Hukum Anak
Perkawinan Belum Tercatat Berdasarkan Permendagri Nomor 108
Tahun 2019 Terhadap Perlindungan Anak (Studi Kasus di
Kabupaten Bireuen). ”

1.2. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini tidak melebar dari konteks maka penulis
merasa perlu untuk membatasi dalam beberapa poin sebagai
berikut.

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Permendagri Nomor 108
Tahun 2019 Tentang Kebolehan Pencatatan Anak Perkawinan
Belum Tercatat?

2. Bagaimana Konsekuensi Permendagri Nomor 108 Tahun 2019

Terhadap Perlindungan Anak?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut.
1. Untuk Menganalisis Proses Pelaksanaan Permendagri Nomor
108 Tahun 2019 Tentang Kebolehan Pencatatan Anak
Perkawinan Belum Tercatat.
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2. Untuk Mengkaji Konsekuensi Berlakunya Permendagri Nomor
108 Tahun 2019 Terhadap Perlindungan Anak.

3. Untuk Mendalami Upaya Perlindungan Anak Melalui
Permendagri Nomor 108 Tahun 2019.

4. Untuk Melihat Dampak Perberlakuan Permendagri Nomor 108
Tahun 2019 Terhadap Lembaga Lain.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu
manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.
1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat
bermanfaat dalam menambah khazanah keilmuan untuk
memperbanyak kajian dalam bidang Hukum Keluarga Islam. hasil
penelitian ini diharapkan juga bermanfaat sebagai penambah
rujukan untuk memperkaya bahan bacaan di perpustakaan UIN Ar-
Raniry. Serta hasil penelitian ini juga diharapkan berguna untuk
penelitian perkembangan atau lebih lanjut kedepan.
2. Manfaat Praktis
Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat
bagi akademisi, KUA dan Kantor Catatan Sipil serta Lembaga-
lembaga yang berkaitan lainnya dalam menghadapi permasalahan

status hukum anak perkawinan belum tercatat.
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1.5. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis, ditemukannya beberapa
kajian yang berhubungan dengan topil yang penulis teliti, yaitu
yang berkaitan dengan tesis penulis yang berjudul “Status Hukum
Anak Perkawinan Belum Tercatat Berdasarkan Permendagri
Nomor 108 Tahun 2019 Terhadap Perlindungan Anak. Diantaranya
sebagai berikut.

1. Karya Shania Agnes Pratiwi, judul jurnal, “Analisis

Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Perkawinan

Tidak Tercatat Pasca Berlakunya Peraturan Mendagri

Nomor 9 Tahun 2016”. Jurnal llmiah Mahasiswa Hukum

(JIMHUM) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Jurnal ini membahas tentang status anak yang lahir dari

perkawinan tidak tercatat secara hukum negara akan

membawa konsekuensi kepada anak dimana hanya
memiliki hubungan perdata dengan ibunya, kecuali
bapaknya memberikan pengakuan terhadap anak tersebut.

Dengan berlakunya Permendagri Nomor 9 tahun 2016

menimbulkan konsekuensi yuridis apabila dikaitkan dengan

perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari
perkawinan tidak tercatat akan menimbulkan hubungan
keperdataan antara ayah dan anak hanya dengan
melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
(SPTJM). Dengan melampirkan SPTJM akan dikeluarkan

akta kelahiran terhadap anak sebagai bukti autentik



15

pengakuan negara sebagai anak yang sah di mata hukum.
Jurnal ini meneliti aturan Permendagri sebelumnya.

. Karya Maya Zamzami Muntafi’, judul Skripsi, “Pemenuhan
Hak Anak Atas Dokumen Perpspektif Hukum Islam (Studi
Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Cilacap)”. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto 2021. Skripsi ini mengkaji tentang pemenuhan
hak dasar anak terhadap akta kelahiran tanpa adanya
dokumen pernikahan orang tuanya.

. Karya Diya Marnita, judul Skripsi, “Pemenuhan Hak Anak
Memperoleh Identitas Menurut Undang-undang Nomor 35
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari
Siyasah Idariyah”. IAIN Bengkulu 2021. Dimana fokus
utamanya membahas tentang upaya pemerintah dalam
mememuhi hak dasar anak yaitu akta kelahiran dengan
lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
perlindungan anak. Akan tetapi tidak mengkaji aspek
perlindungan dari regulasi lainnya.

. Karya Beby Sendy, Judul Jurnal “Hak yang Diperoleh Anak
dari Perkawinan Tidak Tercatat”. Jurnal Hukum Responsif
FH UNPAB, Vol. 7. No. 7. Maret 2019. Dalam penelitian
tersebut membahas tentang pemenuhan hak anak yang lahir
dari pernikahan tidak tercatat dimana dengan adanya
putusan Mahkamah Konstitusi maka ayah biologisnya harus
bertanggung jawab terhadap hak anak. Serta anak berhak

atas hubungan perdata dengan ayahnya.
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Berdasarkan penelusuran di atas, penulis menemukan
beberapa objek penelitian yang sama dengan yang akan penulis
teliti terutama dalam hal pemenuhan hak anak yang tidak tercatat
dan juga asepek perlindungan hukumnya. Akan tetapi penulis juga
menemukan adanya perbedaan dengan apa yang akan penulis teliti
yaitu penulis akan memfokuskan pada status hukum anak
perkawinan belum tercatat berdasarkan Permendagri 108 tahun
2019 terhadap perlindungan anak serta penyelesaian polemik yang
timbul antara kemendagri dan Kementerian Agama sebagai

Lembaga yang berwenang untuk mencatatkan Perkawinan.

1.6. Hipotesis

Untuk memberikan jawaban awal dari uraian di atas,
penulis akan mencoba memberikan jawaban dalam bentuk
hipotesis sebagai suatu gambaran dan dugaan awal dari hasil
penelitian yang akan dilakukan.

1. Pada dasarnya status hukum anak yang lahir di luar perkawinan
tidak tercatat hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu
dan keluarga ibunya berdasarkan Undang-Undang Perkawinan.
Namun adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-
VI11/2010 telah memutuskan anak yang lahir dari perkawinan
tidak tercatat tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah
biologisnya disebabkan dengan majunya teknologi sekarang ini
sehingga siapa ayah dari anak tersebut dengan mudah dapat

dibuktikan dengan mencocokkan DNA.
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2. Kemendagri dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat
untuk tertib administrasi telah menerbitkan aturan Kemendagri
Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dengan
adanya aturan ini maka anak yang lahir dari perkawinan tidak
tercatat memungkinkan dapat memperoleh akta kelahiran hanya
dengan melampirkan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Mutlak).Dengan hadirnya Permendagri tersebut dapat
memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi anak yang lahir
dari perkawinan tidak tercatat untuk memperoleh akta kelahiran
sebagai hak dasarnya untuk mendapatkan pengakuan negara atas

pendidikan dan Kesehatan anak.

1.7. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian sangat diperlukan untuk
membuat jenis nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai
kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.?* Kerangka teori dapat
diartikan sebagai kerangka pemikiran atau bukti-bukti pendapat,
teori tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi
bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak
disetujui yang merupakan masukan bersifat eksternal dalam

penelitian ini.?? peran teori dalam kerangka teori dalam penelitian

Z1Gatjipto Rahardjo, llmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
1991), him. 254.

22M. Solly Lubis, Filsafat limu dan Penelitian, (Bandung: CV. Mandar
Maju, 1994), him. 80.
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adalah untuk menjelaskan luas/dalamnya aspek yang dikaji oleh
peneliti, sehingga perspektif peneliti dalam melakukan penelitian
menjadi luas.?®

Perlindungan anak merupakan upaya menjaga dan
melindungi segala hak dan kewajiban terhadap anak yang harus
dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah
secara bersama-sama terhadap anak yang belum berusia 18
(delapan belas) tahun termasuk yang masih dalam kandungan.

Status Hukum merupakan keberadaan seseorang mengenai
hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan yang mengikat.
Status hukum anak merupakan keberadaan si anak mengenai hak
dan kewajibannya sesuai dengan yang di atur oleh undang-undang.
Anak berhak mendapatkan perlindungan oleh negara dalam
menjamin haknya agar tidak di curi oleh orang lain termasuk orang
tuanya sendiri.

Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak
adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup
manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara agar kelak
mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan
negara, setiap anak harus mendapatkan kesempatan yang seluas-
luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik,

mental maupun sosial.

23Samsu, Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif,
Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research dan Development, (Jambi: Pusaka,
2017), him. 38.
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Dalam aturan hukum Indonesia diketahui terdapat beberapa
status hukum anak yaitu anak sah dan anak yang lahir di luar
perkawinan yang sah. Undang-undang perkawinan pasal 42
menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan
dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Status hukum anak
yang sah akan mendapat perlindungan hukum yang jelas dari
negara serta memudahkan anak untuk memperoleh hak dasarnya
seperti akta kelahiran. Sedangkan status hukum anak yang lahir di
luar perkawinan yang sah dapat dilihat dalam pasal 43 undang-
undang perkawinan yaitu anak yang dilahirkan diluar perkawinan
hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga
ibunya. Artinya dengan hanya memiliki hubungan perdata dengan
ibunya akan menghilangkan haknya untuk memiliki hubungan
keperdataan dengan ayahnya dan dalam proses administrasi tidak
dapat mencantumkan nama ayahnya.

Lahirnya Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 telah
memberikan kesempatan kepada anak perkawinan belum tercatat
untuk memperoleh akta kelahiran hanya dengan melampirkan
SPTIJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak). Hal ini
menjadi kacau pelaksanaannya ketika berbenturan dengan aturan
yang lebih tinggi seperti undang-undang perkawinan. Padahal
secara tersurat dengan adanya Permendagri tersebut dapat
memberikan hak dasar anak yang sempat hilang seperti akta

kelahiran.
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1.8. Metode Penelitian

Dalam menyusun penulisan tesis ini, penulis menggunakan
beberapa metode, yaitu:
1. Tempat dan Waktu Penelitian
a. Tempat Penelitian
Lokasi penelitian di lakukan di Kabupaten Bireuen.
b. Waktu penelitian
Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari, Februari
dan Maret 2022.
2. Jenis Penelitian dan Pendekatan
a. Jenis Penelitian
Penelitiaan ini menggunakan metode penelitian kualitatif,
yaitu dengan menggunakan analisa isi, dengan cara menguraikan
dan mendeskripsikan isi dari temuan yang penulis dapatkan,
kemudian menghubungkan dengan masalah yang diajukan
sehingga dapat menemukan kesimpulan yang objektif, logis,
konsisten, dan sistematis sesuai dengan tujuan yang di
kehendaki dalam penulisan tesis ini.
b. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian ini menggunakan tipe pendekatan
yuridis empiris yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat
gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan hukum dalam
praktik legislasi di Indonesia.?* Penelitian kasus bertujuan

untuk mengetahui secara mendalam terhadap suatu individu,

24 Noor Muhammad Aziz, Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum
dalam Pembentukan Perundang-undangan, Jurnal Rechtsvinding BPHN, Vol 1
No. 1. (Januari-April 2012). him. 19.
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kelompok, institusi, atau masyarakat tertentu tentang latar

belakang, keadaan/kondisi, faktor-faktor atau interaksi sosial

yang terjadi di dalam masyarakat.®® Digabung dengan

pendekatan normatif, yaitu menggali sejumlah hukum- hukum

dari kitab figh.
3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data

primer dan data sekunder, yaitu: Data Primer, yaitu data yang
diperoleh langsung dari sumber pertama, baik melalui observasi
maupun wawancara kepada responden dan informan. Dalam
penelitian ini penulis menggunakan Al- Qur’an, Hadist dan UUD
1945, UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, UU Administrasi
Kependudukan, dan PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019
sebagai sumber Data Primer. Data Sekunder, yaitu adalah data
yang diperoleh dari sumber kedua, selain dari yang diteliti yang
bertujuan untuk mendukung penelitian yang dilakukan berupa
dokumen seperti buku-buku karya ilmiah serta buku-buku lainnya
yang berkaitan dengan masalah ini.?®

b. Sumber Data

Dalam penulisan ini terdiri dari data primer dan data

sekunder. Data primer terdiri dari:

1. Observasi

% Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,
2014), him. 13.

% Samsu, Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif,
Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development, (Jambi: Pusaka,
2017), him. 64.
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2. Wawancara

3. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.
4. Undang-Undang

5. KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Sedangkan data sekunder terdiri dari materi yang terdapat
dalam buku-buku, jurnal, dan literatur lainnya yang masih
berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder ini hanya
diperlukan sebagai penunjang atau pendukung data primer.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan
untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian. Untuk penelitian
kualitatif, alat yang digunakan adalah si peneliti itu sendiri (human
instrument).*® Instrumen pengumpulan data juga termasuk cara
mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan
masalah penelitian. Dalam penelitian jenis lapangan ini (field
research), penulis menggunakan tiga instrumen data, berupa
observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi yaitu suatu cara pengumpulan data dengan cara
mendatangani langsung lokasi penelitian, kemudian langkah
selanjutnya penulis mencatat setiap peristiwa yang telah penulis
amati di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam penelitian ini
penulis melakukan observasi selama kurang lebih 2 bulan dari
Oktober 2021 sampai Desember 2021. Yang kemudian dilanjutkan

dengan penelitian pada bulan Januari hingga Maret 2022.



23

Observasi yang penulis lakukan berupa proses pendaftaran
berkas dalam tahapan untuk mendapatkan Kartu Keluarga (KK)
dan Akta Kelahiran Anak.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang,
melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari
seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan,
berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara secara garis besar terbagi
dua, yaitu wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur.?’
Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara tidak
terstruktur, namun mendalam menggali imformasi yang dibutuhkan
kepada narasumber langsung.

Karena penelitian ini berkaitan dengan adanya pencatatan
status anak di luar perkawinan tercatat berdasarkan
PERMENDAGRI Nomor 108 tahun 2019 di wilayah Kabupaten
Bireuen, maka sumbernya mencakup tokoh-tokoh yang mempunyai
keterkaitan dengan penelitian yang sedang penulis teliti, yaitu
penulis mewawancarai orang-orang yang berada di Kabupaten
Bireuen di antaranya; Kepala Bagian Pencatatan Sipil dan Akta
Kelahiran, dan Kepala KUA yang turut berkontribusi langsung

dalam hal tersebut.

c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan salah satu instrumen yang

digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif.

2'Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT
Remaja Rosdakarya, 2008), him. 180.



24

Dokumentasi adalah data sekunder yang diperoleh dari foto, arsip
dan dokumen dari kantor Disdukcapil Kabupaten Bireuen, serta
dokumen lainnya yang mendukung data primer peneliti.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik
analisis dataversi Miles dan Huberman sebagai berikut:
a. Reduksi Data (Data Reduction)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup
banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci, untuk
itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data
yang berarti merangkum dan memfokuskan pada hal-hal yang
penting, dan membuang yang tidak perlu.?®

Reduksi data atau data reduction dapat diartikan sebagai
proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan,
pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari
catatan-catatan lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk
analisis yang menajamkan menggolongkan, mengkategorisasikan,
mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan
mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga akhirnya data
yang terkumpul dapat diverifikasi.

c. Penyajian Data (Data Display)
Penyajian data atau data display adalah pendeskripsian

sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan
adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian

data dapat juga berbentuk matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

23ugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif,
Kualitatif, dan R&D), (Bandung: Alfabeta, 2016) him. 338.
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Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi tersusun
dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

d. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)
Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan di

akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan
dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun
kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat

penelitian itu dilaksanakan.

1.9. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran utuh dan terpadu supaya
memperoleh sebuah karya ilmiah yang sistematis, maka dalam
penyusunannya penulis Menyusun dengan sistematika pembahasan
sebagai berikut.

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, kajian Pustaka, hipotesis, kerangka teori, metode
penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori, dalam bab ini
membahas tentang asas-asas perkawinan menurut hukum Islam
dan Undang-Undang, Syarat-syarat sah perkawinan, Akibat
hukum perkawinan tidak tercatat dan Dampak terhadap anak dan
Pencatatan kelahiran.

Bab ketiga memuat tentang hasil penelitian yaitu Analisis
perlindungan hukum terhadap hak anak dari Perkawinan
tidak tercatat dan Upaya pemenuhan hak anak perkawinan belum
tercatat berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019
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Bab keempat merupakan penutup, di dalamnya memuat
kesimpulan sebagai jawaban dari penelitian ini, dan saran untuk

masukan dari penulis.



BAB DUA
LANDASAN TEORI

2.1. Syarat Sah Perkawinan Menurut Hukum Islam

Sebuah perkawinan dalam Islam baru dapat dikatakan sah
apabila terpenuhinya rukun dan syarat.?® Sesuatu yang mesti ada
yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah)
disebut rukun, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian
pekerjaan.®® Sedangkan syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang
menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah).

2.1.1. Rukun Perkawinan
Jumhur ulama sepakat bawa rukun perkawinan itu terdiri atas.>

1. Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan

perkawinan

2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita Akad

nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau
wakilnya yang akan menikahkannya. Berdasarkan sabda
Nabi SAW

Artinya: Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin

walinya, maka pernikahanya batal.

2Wahbah Al-zuhaili, Al Figh Al-Islami wa Adillatuh, (Beriut:Dar al-
fikr Cet. Ke-3,1989), him. 36.

0Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awwaliyyah, (Jakarta: Bulan Bintang,
Cet.Ke-1, Juz 1976), him. 9.

31Slamet Abidin Dan H. Aminuddin, Figh Munakahat, (Bandung: Cv.
Pustaka Setia), 1999, him. 64-48.

27
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3. Adanya dua orang saksi Pelaksananya akad nikah akan sah
apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah
tersebut.

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang
kedudukan saksi dalam pernikahan, apakah termasuk rukun
ataukah termasuk syarat dalam pernikahan. Ulama Syafi’iyah dan
Hanabilah berpendapat bahwa saksi itu adalah termasuk rukun dari
pernikahan. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Zahiriyah, saksi
merupakan salah satu dari dari syarat-syarat pernikahan yang ada.
Tentang keharusan adanya saksi dalam akad pernikahan dijelaskan
dalam Al Quran surat Al Thalag ayat 2:

LJ}JMJ L)A}S‘)u j‘ LJJ‘});JQ.I C):Sjs.m.’q& C}QJ&\L}L\S\A

utswaja;yessf”@ f;sud;gwq\j_x@_u\}

Artinya: Apablla mereka Telah mendekatl akhlr |ddahnya, Maka
rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka
dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi
yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan
kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah diberi
pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah
dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah
niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. (QS.
Al Thalag: 2).

4. Sighat akad nikah yaitu ijab dan kabul yang diucapkan oleh
wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon
pengantin laki-laki.

Dalam hukum Islam, akad pernikahan itu bukanlah sekedar
perjanjian yang bersifat keperdataan. Akad dinyatakan sebagai

perjanjian yang kuat yang disebut dengan ungkapan misagan
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galizan dalam Al Quran, yang mana perjanjian itu bukan haya
disaksikan oleh dua orang saksi atau kehadiran orang banyak pada
waktu terlangsungnya pernikahan, akan tetapi juga disaksikan
langsung oleh Allah SWT. Oleh karena itu perjanjian pada akad

pernikahan ini sangatlah bersifat agung dan sakral.

2.1.2. Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya
perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan
itu sah dan akan menimbulkan segala hak dan kewajiban sebagai
suami isteri. Syarat sah nikahlah yang membuat akad itu patut
menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat tidak ada, maka
akadnya rusak.

Adapun syarat sah akad ada tiga yaitu;

a. Adanya persaksiaan,

b. Wanita yang tidak haram untuk selamanya atau

c. Sementara bagi suami, dan shighat akad hendaknya

selamanya.®

2.1.3. Pembatalan Pernikahan
Menurut hukum Islam suatu pernikahan dapat batal atau
fasid. Perkawinan yang melanggar larangan yang bersifat abadi,
yakni yang berkaitan dengan hukum agama dalam perkawinan,
maka pembatalannya bersifat abadi. Sedang yang melanggar
larangan yang bersifat sementara, yakni larangan yang adakalanya

32Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas,
Figih Munakahat, (Jakarta: Amzah,, 2009), him. 100.
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berhubungan dengan hukum agama, kemaslahatan dan
administrasi, maka pembatalannya bersifat sementara. Untuk
mengetahui sampai sejauh mana akibat hukum suatu akad nikah,
maka perlu diketahui status hukum akad nikah yang dilangsungkan
itu sehubungan dengan lengkap atau tidaknya rukun dan syarat
yang wajib ada di dalamnya.

Jika suatu akad perkawinan telah memenuhi segala rukun
syaratnya secara lengkap menurut yang telah ditentukan, maka
akad perkawinan yang demikian itu disebut akad perkawinan yang
sah dan berakibat hukum, yakni:

a. Kehalalan hubungan seksual antara suami isteri.

b. Tetapnya hak mahar bagi isteri menurut prosedur yang telah
ditetapkan.

c. Timbulnya hak dan kewajiban selaku suami isteri.

d. Tetapnya nasab anak yang dilahirkan oleh isteri bagi suami.

e. Keterbatasan keleluasaan isteri.

f. Timbulnya larangan kawin bagi isteri yang terikat oleh tali
pernikahan atau sebelum beriddah setelah bercerai atau
ditinggal mati oleh suaminya.

Jika suatu akad perkawinan kurang satu atau beberapa rukun
atau syarat disebut perkawinan yang tidak sah. Tidak sahnya suatu
akad perkawinan dapat terjadi sebab tidak dipenuhinya salah satu
di antara rukun-rukunnya disebut akad perkawinan yang batal, dan
dapat pula terjadi sebab tidak dipenuhi salah satu syaratnya disebut

akad perkawinan. Maka dapat disimpulkan rukun dan syarat
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perkawinan menjadi aspek dasar yang harus terpenuhi dalam

sebuah perkawinan.

2.2.

Syarat Sah Perkawinan Menurut Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,

Dalam hukum perkawinan nasional, tepatnya dalam Undang-

Undang Perkawinan dinyatakan bahwa untuk dapat melaksanakan

perkawinan secara sah harus memenuhi syarat-syarat perkawinan.

Syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan
Nomor 16 Tahun 2019 diatur dalam:

1)

2)

3)

4)

Pasal 6
Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon
mempelai.
Untuk melaksanakan perkawinan seorang yang belum
mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat
izin kedua orang tua.
Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah
meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu
menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2)
pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup
atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau
dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan
kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang
memelihara atau keluaraga yang mempunyai hubungan

darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka
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masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan
kehendaknya.

Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang
disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah
seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan
pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat
tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinaan atas
permintaan prang tersebut dapat memberikan izin setelah
lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat
(2), (3) dan (4) pasal ini.

Ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku
sepanjang hukum  masing-masing agamanya dan
kepercayaanya itu dari yang bersangkutan tidak
menentukan lain.

Pasal 7

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai
umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah
mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat
meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain
yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pri maupun pihak
wanita.

Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau
kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4)

Undang-undang ini, berlaku juga dalam permintaan
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dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini denga tidak mengurang
yang dikmaksud dalam pasal 6 ayat (6).%3

2.3. Syarat Sah Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum

Islam (KHI)

Dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) Bab IV disebutkan
secara jelas rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan
dalam KHI pasal 14 terdiri dari lima macam, yaitu:

1. Calon suami

2. Calon isteri

3. Wali nikah

4. Dua orang saksi

ljab dan kabul.3*

Dari penjelasan rukun dan syarat sahnya perkawinan dapat
disimpulkan bahwa rukun dan syarat sahnya perkawinan dalam
KHI juga merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila
syarat-syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan
adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Para Imam
madzhab pun juga menetapkan rukun dan syarat sahnya
perkawinan yang tidak jauh berbeda dengan yang ada dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga antara pendapat imam
madzhab dan peraturan yang sudah diatur dalam KHI tidak

memiliki perbedaan yang berarti.

¥Didiek Ahmad Supadie, Hukum Perkawinan Bagi umat Islam
Indonesia,(Semarang: Unissula Press, 2015), him. 50
*1bid.
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2.4.  Prinsip-prinsip Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019
memberikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan dasar atau
prinsip dari suatu perkawinan yang akan dilaksanakan dan
mengandung segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan
yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.
Adapun prinsip-prinsip perkawinan sebagai berikut:

1. Memenuhi dan melaksanakan perintah Agama.®

Perkawinan adalah sunnah Nabi, pada hakikatnya
melaksanakan perkawinan merupakan pelaksanaan dari ajaran
Agama, dalam Firman Allah SWT (QS. Annur: 32).

PP I I B < AR 2 5 & 5 & o 08 1220 0 .i
o158 158 &) &) 5 Balie fe Cpaliall 5 aia (AT 480 5
e gy DT 5 R oy DT 2R
Artinya: dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang
diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak
(menikah) dari hamba-hamba sahyamu yang laki-laki
dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan
memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-
Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha
Mengetahui. (Q.S. An-nur 32)
2. Kerelaan dan Persetujuan.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang yang

akan melangsukan sebuah perkawian ialah “Ikhtiyar” (tidak

dipaksa) yang ditandai dengan sebuah kata kerelaan calon isteri dan

calon suami atau persetujuan mereka berdua. Untuk sebuah

3Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat, Kencana, (Jakarta, 2010),
him. 32.
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kesempurnaan diperlukan Khithbah atau peminangan adalah suatu
langkah sebelum mereka melangsungkan perkawinan, agar semua
pihak dapat mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan.

3. Perkawinan untuk Selamanya.

Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat berketurunan
dan untuk ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang.
Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa
perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu
tertentu saja. Karena prinsip perkawinan dalam Islam itu untuk
selamanya, bukan untuk suatu masa tertentu saja.

4. Suami Sebagai Penanggung Jawab Umum Dalam Rumah
Tangga.

Sekalipun suami isteri masing-masing mempunyai hak dan
kewajiban yang telah ditentukan, namun menurut ketentuan hukum
Islam, suami mempunyai kedudukan lebih dari isteri.

Ketentuan kedudukan suami lebih tinggi dari isteri bukan
berarti bahwa suami berkuasa atas isteri. Kelebihan suami atas
isteri dalam rumah tangga, karena suami adalah pemimpin rumah
tangga. Sudah sewajarnyalah pemimpin mempunyai hak dan
kewajiban yang lebih dari warga yang ada dalam rumah tangga.
Disamping itu, pada umumnya laki-laki dikaruniai jasmani lebih
kuat dan lebih lincah serta lebih cenderung banyak menggunakan
pikiran daripada perasaan.

Jika kita bandingkan prinsip-prinsip dalam perkawinan
menurut Hukum Islam dan menurut Undang-undang Perkawinan,

maka dapat dikatakan sejalan dan tidak ada perbedaan yang
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prinsipil atau mendasar hanya dalam UU Perkawinan diharuskan

adanya pencatatan perkawinan.

Adapun prinsip-prinsip atau asas-asas perkawinan menurut
Undang-Undang Perkawinan, disebutkan di dalam penjelasan
umumnya sebagai berikut:

a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia
dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan
melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan
pribadinya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual
dan material.

b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan
adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap
perkawinan harus dicatat menurut perturan Perundang-undangan
yang belaku, pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama
halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam
kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang
dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang
juga dimuat dalam daftar pencatatan.

c. Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila
dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama
dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat
beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan
seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu

dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat
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dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan
diputuskan oleh Pengadilan Agama.

. Undang-undang ini mengatur prinsip, bahwa calon sumai isteri

itu harus masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan
perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan
secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat
keturunan yantg baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya
perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur,
karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah
kependudukan, maka untuk mengerem lajunya kelahiran yang
lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon
suami isteri yang masih dibawah umur.

Sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita
untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi,
jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi,
berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang Perkawinan ini
menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi
wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 19 tahun bagi wanita.

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga
yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-undang
ini menganut prinsip untuk mempersukar tejadinya perceraian.
Untuk memungkin perceraian harus ada alasan-alasan tertentu
(pasal 19 Peraturan Pemerintah N. 9 tahun 1975) serta harus
dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam

dan Pengadilan Negeri bagi golongan luar Islam .
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b. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan
kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun
dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian
segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan
diputuskan bersama suami isteri.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa
prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam adalah:

a. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama

b. Kerelaan dan persetujuan

c. Perkawinan untuk selamanya

d. Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga.

Jika dibandingkan prinsip-prinsip dalam perkawinan menurut

Hukum Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan, maka

dapat dikatakan sejalan dan tidak ada perbedaan yang prinsipil atau

mendasar.

2.5. Ladasan Hukum Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk
menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.®® Secara filosofi
anak sebagai bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber
daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita

perjuangan bangsa dimasa yang akan datang, yang memiliki peran

36UU. Nomor 23 Tahun 2002: Pasal | angka |
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strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan
pembinaan dan perlindungan yang khusus pula.®’
Landasan hukum vyuridis perlindungan anak di Indonesia
sebagai berikut:
1. UU No.1 Tahun 1974 Perkawinan
2. UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahhteraan Anak
3. UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
4. UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5. UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
6. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
7. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak
5. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Berdasarkan Konvensi Hak Anak dan UU No. 35 Tahun
2014 tentang Perlindungan Anak, ada empat prinsip umum
perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam
menyelenggakan perlindungan anak, antara lain:
1. Hak untuk kelangsungan hidup (The Right To Survival)
yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahan hidup
(The Right of Live) dan hak untuk memperoleh standar
kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya;
2. Hak terhadap perlindungan (Protection Rights) yaitu hak-

hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak

$"Nasriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia.
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2011), him. 76.
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perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan
keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi
anak-anak pengungsi;

3. Hak untuk tumbuh kembang (Development Rights) yaitu
hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi
segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak
untuk mencapai standar hidup yang layak bagi
perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak
(the rights of standart of living;

4. Hak untuk berpartisipasi (Participation Rights), yaitu hak-
hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat
dalam segala hal yang mempengaruhi anak (the rights of a
child to express her/his views freely in all matters affecting
the child). Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak
anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa
kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam

masyarakat luas.

Masih Berdasarkan Konvensi Hak Anak dan UU No. 35
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, juga terdapat empat
prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap
negara dalam menyelenggakan perlindungan anak, antara lain:

1. Prinsip Non-Diskriminasi artinya semua hak yang diakui dan
terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak
tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini ada dalam Pasal 2 KHA
Ayat (1), “Negara-negara pihak menghormati dan menjamin

hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak



41

yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam
bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis
kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-
pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status
kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik
dari si anak sendiri ataau dari orang tua walinya yang sah.” Ayat
(2): “Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang
perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua
diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status,
kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang
tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya.”

. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Best Interests of The
Child) Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1) KHA:
“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan
lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun
swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan
legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus
menjadi pertimbangan utama”. Prinsip ini mengingatkan kepada
semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-
pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa
depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi
berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut
ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut
ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa
memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya

terjadi adalah penghancuran masa depan anak.
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3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan
(The Right to Life, Survival and Development) Prinsip ini
tercantum dalam Pasal 6 KHA Ayat (1): “Negara-negara pihak
mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas
kehidupan.” Ayat (2): “Negara-negara pihak akan menjamin
sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan
anak.”. Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus
memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya
karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya,
bukan pemberian dari engara atau orang per orang. Untuk
menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediiakan
lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang
memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh
kebutuhankebutuhan dasar. Berkaitan dengan prinsip ini, telah
juga dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya berkaitan
dengan hak-hak anak.

4. Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak (Respect for the
views of The Child) Prinsip ini ada dalam Pasal 12 Ayat (1)
KHA: “Negara-negara pihak akan menjamin anakanak yang
mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan
pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang
memengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai
dengan tingkat usia dan kematangan anak.”. Prinsip ini
menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh
sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang

lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi
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otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi,
obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang
dewasa.*®

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan

atas UU No. 22 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

menyebutkan bahwa:

a.

Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan
martabatnya, terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, berekspresi
sesuai tingkat kecerdasan dan usianya.

Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh
oleh orangtuannya sendiri, termasuk diangkat sebagai anak
asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai peraturan
Perundang-undangan.

Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan
social sesuai keutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran untuk
pengembangan kepribadian dan tingkat kecerdasan dan bagi
anak cacat berhak memperoleh pendidikan luar biasa, dan

memiliki keunggulan mendapatkan pendidikan khusus.®

%Hedi SuPeno Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal

Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan (pp 53-62) (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama). HIm. 53-62.

%Undang-Undang RI.,op.cit.
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Dapat ditarik satu simpul pengertian bahwa perspektif
perlindungan anak adalah cara pandang terhadap semua persoalan
dengan menempatkan posisi anak sebagai yang pertama dan utama.
Implementasinya cara pandang demikian adalah ketika kita selalu

menempatkan urusan anak sebagai hal yang paling utama.

2.6. Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercatat dan

Dampaknya Terhadap Anak

Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak
konstitusional warga negara yang harus dihormati (to respect),
dilindungi (to protect) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum
dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat
(1): "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan
keturunan melalui perkawinan yang sah”, dan Pasal 28J ayat (1):
"Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain
dalam tertib bermasyarakat, berbangsa dan bernegara".

Dengan demikian perlu disadari bahwa di dalam hak-hak
konstitusional tersebut, terkandung kewajiban penghormatan atas
hak-hak konstitusional orang lain. Sehingga tidaklah mungkin hak-
hak konstitusional yang diberikan oleh negara tersebut dapat
dilaksanakan sebebas-bebasnya oleh setiap orang, karena bisa jadi

pelaksanaan hak konstitusional seseorang justru akan melanggar
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hak konstitusional orang lain, karenanya diperlukan adanya
pengaturan pelaksanaan hak-hak konstitusional tersebut.*

Pengaturan tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 28]
ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Dalam menjalankan
hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada
pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan
maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,
nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu
masyarakat demokratis”.

Meskipun pengaturan yang dituangkan dalam Pasal 28J
ayat (2) UUD 1945, pada hakikatnya adalah mengurangi
kebebasan, namun pengaturan tersebut bertujuan dalam rangka
kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat luas, yakni agar
pelaksanaan hak konstitusional seseorang tidak mengganggu hak
konstitusional orang lain. Selain itu pengaturan pelaksanaan hak
konstitusional tersebut merupakan konsekuensi logis dari
kewajiban negara yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945,

untuk membentuk Pemerintah negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa ...”.

“0Muhammad Fu’ad Syakit, Perkawinan Terlarang, (Jakarta: Cv.
Cendekia Sentra Muslim (anggota IKAPI), 2002), him.25-26.
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Artinya bahwa pembentukan Undang-Undang meskipun di
dalamnya mengandung norma atau materi yang dianggap
membatasi hak konstitusional seseorang, namun sesungguhnya hal
tersebut merupakan bagian dari upaya yang dilakukan oleh negara
dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia, untuk
memajukan ketertiban umum, kesejahteraan, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan lain sebagainya.

Sebagaimana halnya ketentuan yang tercantum dalam
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan,
adalah perwujudan pelaksanaan hak-hak konstitusional yang
diberikan oleh UUD 1945 khususnya hak untuk membentuk
keluarga dan melanjutkan keturunan, akan tetapi ketentuan tersebut
sekaligus memberi batasan terhadap pelaksanaan hak konstitusional
yang semata-mata bertujuan untuk melindungi warga Negara untuk
terciptanya masyarakat adal makmur dan sejahtera, seperti yang
dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karenanya
perkawinan adalah suatu lembaga yang sangat menentukan
terbentuknya sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera, maka
keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat itulah
yang akan membentuk masyarakat bangsa Indonesia menjadi
masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Jika keluarga yang
terbentuk adalah keluarga yang tidak harmonis, tidak bahagia, dan
tidak sejahtera, mustahil akan terbentuk masyarakat Indonesia
menjadi masyarakat yang sejahtera.

Undang-Undang Perkawinan telah sejalan dengan amanat

konstitusi, UUD 1945, karena UU Perkawinan tidak mengandung
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materi muatan yang mengurangi dan menghalang-halangi hak
seseorang untuk melakukan perkawinan, akan tetapi undang-
undang perkawinan mengatur bagaimana sebuah perkawinan
seharusnya dilakukan sehingga hak-hak konstitusional seseorang
terpenuhi tanpa merugikan hak-hak konstitusional orang lain.

Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan
adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa. Berdasarkan pernyataan tersebut diatas,
perkawinan sesungguhnya tidak hanya bertujuan untuk membentuk
keluarga dalam rangka hidup bersama, tetapi lebih dari itu untuk
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa, dan timbulnya kewajiban suami dan
isteri untuk saling membantu dan melengkapi agar masing-masing
dapat mengembangkan kepribadiannya dalam rangka membantu
dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan
bahwa : “suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”; dan
pada Pasal 2 ayat (2)dinyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan
harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku”.  Menurut Undang-Undang Perkawinan, sahnya
perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing,
namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui

keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan
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peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk: a.
tertib administrasi perkawinan b. memberikan kepastian dan
perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak c.
memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu
yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk
memperoleh akte kelahiran, dan lain-lain; Pencatatan perkawinan
bukanlah dimaksudkan untuk membatasi hak asasi warga negara
melainkan sebaliknya yakni melindungi warga negara dalam
membangun keluarga dan melanjutkan  Kketurunan, serta
memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, isteri, dan anak-
anaknya.*!

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan memang tidak
berdiri sendiri, karena frasa “dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku” memiliki pengertian bahwa pencatatan
perkawinan tidak serta merta dapat dilakukan, melainkan bahwa
pencatatan harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang
ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar
hak-hak suami, isteri, dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin
dan dilindungi oleh negara. Persyaratan dan prosedur tersebut
meliputi ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4,
Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU Perkawinan, dan Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU

Perkawinan khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 9. Ketentuan

4Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta:
Indonesia Legal Centre Publishing, 2002), him. 46.
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tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945
yang berbunyi: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap
orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan
undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain
dan untuk memenuhi tuntutan tuntutan yang adil sesuai dengan
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanaan, dan ketertiban
umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi pihak suami
dan isteri dalam perkawinan, antara lain mengenai hubungan
hukum diantara suami dan isteri, terbentuknya harta benda
perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan
pewarisan. Timbulnya akibat hukum perkawinan tersebut hanya
dapat diperoleh apabila perkawinan dilakukan secara sah, yaitu
memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) UU
Perkawinan, yaitu dilakukan menurut hukum masing-masing
agama dan Kkepercayaannya, serta dicatat menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan yang demikian menunjukkan adanya ketentuan
yang tegas yang harus dipatuhi oleh seorang pria dan seorang
wanita yang melangsungkan perkawinan, sehingga dengan
dipenuhinya ketentuan tersebut diatas maka perkawinan tersebut
akan diakui dan mempunyai kekuatan hukum yang sah. Sebagai
penjabaran lebih lanjut dari ketentuan tersebut diatas, ada pula
ketentuaan yang terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun

1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI)
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dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah
apabila dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2
Ayat (1) UU Perkawinan, dan selanjutnya Pasal 5 Ayat (1)
menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan, bagi
masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Mengenai
keharusan pencatatan perkawinan ini, Pasal 6 Ayat (1) KHI
menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan
dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah, dan
Pasal 6 Ayat (2) menyatakan lebih lanjut bahwa perkawinan yang
dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah sebagali
perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan demikian pencatatan perkawinan ini sangat penting
dalam rangka menciptakan kepastian hukum dari suatu perkawinan
yang telah dilangsungkan. Berkaitan dengan keabsahan perkawinan
tersebut, terdapat perbedaan pendapat dimana disatu pihak
menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan
pencatatan atas perkawinan, sedangkan di pihak yang lain
menyatakan bahwa perkawinan tidak perlu dicatat sepanjang telah
memenuhi ketentuan agama. Pihak yang menyatakan bahwa
perkawinan harus dicatatkan berpendapat bahwa perkawinan yang
dicatatkan akan lebih baik daripada perkawinan yang tidak
dicatatkan, karena akan mendapatkan perlindungan dan kepastian
hukum dari segala akibat yang ditimbulkan dari suatu perkawinan.
Perkawinan yang sah hanya dapat dibuktikan dengan akta

perkawinan yang sah, artinya perkawinan yang tidak dapat
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dibuktikan dengan akta perkawinan, maka perkawinan tersebut
tidak mempunyai akibat hukum.

2.6.1. Dampak Perkawinan Tidak Tercatat Terhadap Status
Anak
1. Pengertian Anak Sah
Anak sebagai keturunan dari suatu perkawinan merupakan
bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga
menurut hukum Islam. Agama Islam memelihara keturunan, agar
jangan didustakan dan jangan dipalsukan. Islam menetapkan bahwa
keturunan itu menjadi hak anak, anak akan dapat menangkis
penghinaan atau musibah yang mungkinmenimpa dirinya.*?

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan, demikian dijelaskan
dalam Pasal 1 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang
perlindungan anak.

Pengertian anak diatas menunjukkan kedudukan anak yang
belum dewasa atau berusia masih di bawah umur 18 tahun.
Haditono berpendapat bahwa:

“Anak  merupakan makhluk yang  membutuhkan
pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya.
Anak merupakan pribadi yang memiliki peranan strategis dalam

mengemban tanggung jawab masa depan bangsa, namun anak

42Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Sinar
Grafika, 2006).
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masih memerlukan peranan orang tua dalam memelihara, mendidik

dan mengarahkan dalam mencapai kedewasaannya”.*3

2. Dasar Hukum Anak yang Sah

Dasar hukum anak yang syah diatur dalam Pasal 42 UU
No.1 Tahun 1974: tentang Perkawinan yang menyebutkan
bahwa:"Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau
sebagai akibat perkawinan yang sah™ dijelaskan lebih lanjut dalam
Pasal 43 bahwa: (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan
hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga
ibunya.

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99
yang menyebutkan bahwa : " anak sah adalah :

a. Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan

yang sah.

b. Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan

dilahirkan oleh isteri tersebut.

Kiranya dapat dipahami bahwa, baik dalam UU No.16
Tahun 2019 tentang Perkawinan anak yang sah adalah anak yang
lahir dalam dari perkawinan yang sah. Apabila ada anak yang lahir
di luar perkawinan dia hanya dipertalikan kepada ibunya dan
keluarga ibunya. Sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum
Islam Pasal 100 yang menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar

perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan

4Siska Lis Sulistiani, Kedudukan Hukum Anak, (Bandung: Refika
Aditama. 2015), him. 15.
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keluarga ibunya. Pernikahan seperti dalam masyarakat dikenal
dengan istillah nikah siri.

Secara literal Nikah Siri berasal dari bahasa Arab yang terdiri
dari dua kosa kata yaitu “nikah” dan “sirri”. Nikah yang menurut
bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan
untuk arti bersetubuh (wathi).**Kata “nikah” sering dipergunakan
untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.*
Sedangkan kata Sirri berasal dari bahasa Arab “Sirr” yang berarti
rahasia.*®

Dapat disimpulkan bahwa secra etimologis, nikah sirri dapat
diartikan sebagai pernikahan yang dirahasiakan. karena prosesi
pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan tentunya dengan
berbagai alasan, biasanya hanya dihadiri oleh kalangan oleh
keluarga dekat.

Imam Malik dalam al-Mudawwanah, yang diterjemahkan
oleh Muhammad Sahnun bin Sa’id at-Tanukhi, menjelaskan bahwa
nikah sirri adalah nikah yang secara sengaja dirahasiakan oleh
pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut.*’

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakanrgi terjadinya
praktik pernikahan sirri, terutama di Indonesia, antara lain adalah

sebagai berikut:

4“Abd.Rahman Gazaly, Figh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006), him
7.

“SAbddullah bin Nuh dan Umar Bakri, Kamus Arab Indonesia
Inggris,(Jakarta: Penerbit Mutiara), him. 132.

“Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), him 518.

47Syaiful Anwar dkk, Antologi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia,
(Yogyakarta: Fakultas Syari’ah, 2008), him 133.
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1. Persoalan ekonomi, pelaku nikah sirri sebagian besar memiliki
latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Sehingga mereka
beralasan melakukan nikah sirri karena biaya yang mahal jika
mau melakukan pencatatan pernikahan di KUA maupun catatan
sipil dan untuk melakukan pesta atau hajatan;

2. Persoalan pendidikan, pelaku nikah sirri kebanyakan memiliki
latar belakang pendidikan rendah, sehingga pengetahuan mereka
tentang perjanjian yang ada dalam pernikahan harus diwujudkan
dalam “hitam di atas putih” sangat terbatas;

3. Persoalan agama, cara pemahaman terhadap agama dan
penafsiran terhadap teks-teks hadits tentang pernikahan yang
kurang tepat;

4. Persoalan membudayanya nikah sirri yang kemudian menjadi
pendorong tersendiri terhadap maraknya perilaku nikah sirri.
Hal ini terjadi karena pengaruh dari penafsiran agama yang
kurang tepat, yang pada akhirnya menjadi kultur masyarakat
yang dianggap tidak bermasalah; dan

5. Adanya pluralisme hukum dalam tradisi hukum Indonesia yaitu
hukum adat pribumi, hukum Islam, dan hukum sipil.*®

Telah dikemukakan di atas, bahwa syarat pernikahan baik
menurut  hukum Islam maupun menurut Undang-Undang

Perkawinan dan KHI tidak terdapat perbedaan secara materil,

namun perbedaan terletak pada aspek formil administratif saja yaitu

“Masnun Tahir, Meredam Kemelut Kontroversi Nikah Sirri,
(Yogyakarta: Jurnal Al-Mawarid Vol. X1, no. 2, 2011), him. 132-134.
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pada proses pencatatannya saja (nikah sirri tidak mempunyani
buku nikah).
Namun demikian nikah siri bisa saja menjadi haram
hukumnya apabila:
a. Dilakukan Tanpa Wali Nikah
Sebagaimana diatur dalam hadits Nabi yang artinya:
Artinya: “Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali.”
Perkawinan ini jelas tidak sah karena rukunnya tidak
terpenuhi yaitu wali nikah.
b. Perkawinan untuk Kepentingan Napsu
Perkawinan disyariatkan Allah untuk keberlangsungan
dalam jangka panjang dan saling mengasihani. Jadi sejak awal
pernikahan disuariatkan untuk kebahagiaan, sehingga apabila
berdampak adanya pihak yang dirugikan, maka secara filosofis
bertentangan sehingga menjadi haram hukumnya. Demikian
dijelaskan dalam QS. Ar. Ruum (30):21

I L PSRRI LTI T T3 - R & T 8 L SR TR I SR i A
s33a oS Jany Ll 15IA 531 Al Ga oS1 GI8 O &ile (e
T P > AR X . @ %,, Fa
O 8 p3al ey Gl (8 () 4a3 5

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia
menciptakan untukmu isteriisteri dari jenismu sendiri,
supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berpikir.” (Q.S. Ar-Rum 21).
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Stigma anak tidak sah dan anak luar kawin dalam bahasa
hukum di Indonesia bagi anak yang dilahirkan dari hubungan luar
kawin atau perkawinan yang tidak sah telah membenturkan
hubungan hukum Islam dengan hukum Negara dalam hal

pengakuan anak yang di lahirkan dari perkawinan tanpa pencatatan.

Anak yang di lahirkan dari hasil nikah siri status hukumnya
sama dengan anak luar kawin hasil zina yakni hanya punya
hubungan hukum dengan ibunya.*® Hal ini membawa konsekuensi,
anak yang lahir dari kawin sirri dan juga zina, secara hukum negara
tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Hal tersebut
antara lain akan terlihat dari akta kelahiran si anak. Dalam akta
kelahiran anak yang lahir dari perkawinan siri tercantum bahwa
telah di lahirkan seorang anak bernama siapa, hari dan tanggal
kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu
(menyebut nama ibu saja, tidak menyebut nama ayah si anak).>
Selain itu, konsekuensi dari tidak adanya hubungan antara ayah dan
anak secara hukum juga berakibat anak luar kawin tidak mendapat

warisan dari ayah biologisnya.

Memang Telah ada Putusan MK Nomor 46/PUU-V111/2010
yang menyatakan bahwa anak di luar kawin termasuk anak siri

memiliki hubungan dengan ayah biologisnya, namun demikian

“%Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Opasal 55 ayat (2) PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4736).
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peraturan pelaksananya belum terbit dan masih diperlukan banyak

sinkronsasi dengan peraturan-peraturan terkait kedudukan anak

diluar kawin ini.>t

Beberapa dampak bagi anak akibat perkawinan yan tidak

tercatat secara rinci yaitu sebagai berikut:

a.

Kedudukan dan status anak yang dilahirkan: Pasal 42 UU
Perkawinan dijelaskan bahwa “Anak yang sah adalah anak
yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang
sah”. Perkawinan yang sah merupakan perkawinan menurut
masing-masing agamanya. Perkawinan dicatatkan di Kantor
Urusan Agama untuk yang beragama Islam, dan di Kantor
Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam. Pencatatan
tersebut dibuktikan dengan adanya akta perkawinan. Hal
tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan.
Oleh karena itu, jika anak terlahir dari perkawinan yang tidak
dicatatkan, maka status anak yang dilahirkan sama halnya
dengan anak luar kawin. Akibatnya anak tersebut akan
memiliki akta kelahiran yang hanya tercantum nama ibunya
saja. Hal ini akan mempengaruhi psikologis anak, karena ia
merasa berbeda dengan anak yang lain.

Pewarisan: Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa anak
yang terlahir dari orangtua yang perkawinannya tidak
dicatatkan, maka sama halnya dengan anak luar kawin.
Akibatnya terhadap hak mewaris anak tersebut hanya memiliki

S1Syafran Sofyan, “Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak

Luar Kawin”, jimlyschool.com, diakses pada tanggal 28 Oktober 2022.
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hak mewaris terhadap ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal
tersebut dijelaskan juga dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa
“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Oleh
karena itu, anak tidak dapat mewaris dari ayahnya dan tidak
terjadi hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

c. Dampak pendidikan: anak akan kesulitan mendaftaran diri
untuk bersekolah dikaenakan tidak memiliki akte kelahiran.

d. Dampak ekonomi: Terhambatnya peminjaman uang ke bank
dikarenakan tidak adanya bukti mengenai akta perkawinan.

e. Dampak psikologis: Adanya diskriminasi  terhadap
pengadministrasian di kalangan Warga Negara Indonesia
(WNI), yang seharusnya memiliki hak yang sama dalam
pemenuhan pengadministrasian.

f. Akta kelahiran bagi anak yang belum dicatatkan
perkawinannya memang di akta dapat ditulis nama ayah dan
ibu, namun tetap ada perbedaan yaitu catatan pinggir yang
menjelaskan bahwa anak terlahir dari perkawinan yang belum

dicatatkan.>?

2.7. Pencatatan Kelahiran

Pencatatan kelahiran adalah akta atau catatan otentik yang

dibuat oleh pegawai catatan sipil berupa catatan resmi tentang

52).Satrio, Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak Dalam
Perkawinan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), him. 25.
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tempat dan waktu kelahiran anak, nama anak, dan nama orang tua

anak secara lengkap dan jelas, serta status kewarganegaraan anak.>?

Pada dasarnya aspek hukum pencatatan kelahiran dalam
usaha perlindungan anak merupakan suatu wujud dari kekuatan
suatu pembuktian tentang status seorang anak yang baru dilahirkan.
Dimana dengan status tersebut maka diketahui siapa orang tuanya
yang memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidiknya.
Dengan demikian maka aspek hukum pelaksanaan pencatatan
dalam usaha perlindungan anak memberikan suatu keadaan bahwa
pencatatan tersebut akanmemberikan bukti kedudukan anak baik
itu statusnya, maupun juga orang tua dankeluarganya. Sehingga
pelaksanaan pencatatan tersebut dituangkan dalam suatu bentuk
akta yaitu akta kelahiran.>*

Sebagaimana disebutkan oleh Sudikno Mertokusumo,
bahwa fungsi terpenting dari pada akta adalah sebagai alat bukti
yaitu :

1. Kekuatan pembuktian lahir. Yang dimaksudkan dengan
kekuataan pembuktian lahir, ialah kekuataan pembuktian yang
didasarkan atas keadaan lahir, apa yang tampak pada lahirnya,

yaitu bahwa surat yang tampaknya (dari lahir) seperti akta,

S3ttp://www.landasanteori.com/2015/09/pencatatan-kelahiran-menurut-
kuh-perdata.html, September 2015, diakses pada tanggal 15 November 2022.

*Muhammad Fauzi Syareyza, Aspek Hukum Pencatatan Akta
Kelahiran anak dan kaitannya dengan Hubungan Anak dan Orang Tuannya (
Studi Putusan Mahkamah Konstitusi no 16/PUU/VIII/2010 ), Skripsi,
Universitas Sumatra Utara, Medan, 2013, him. 29-30.



60

dianggap (mempunyai kekuataan) seperti akta sepanjang tidak
terbukti sebaliknya.

2. Kekuatan pembuktian formil. Kekuataan pembuktian formil
didasarkan atas ada tidaknya pernyataan oleh yang bertanda
tangan di bawah itu. Kekuataan pembuktian formil ini
memberi tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak
menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.

3. Kekuataan pembuktian materiil. Kekuatan pembuktian materiil
ini memberi kepastian tentang materi suatu akta, kepastian
tentang peristiwabahwa pejabat atau para pihak menyatakan

dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta.>®

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pengertian
akta kelahiran tidak diatur secarta berbeda dengan pengaturan lain
namun dalam Undang-Undang tersebut mengatur secara spesifiik
tentang penulisan akta serta syarat penulisan akta jika terjadi anak
luar kawin dan anak hasil pernikahan sah bedasarkan agama bukan

negara.

Perkawinan yang dilangsungkan di depan pemuka agama
berdasarkan ketentuan hukum tanpa dilangsungkan di depan
pegawai pencatat perkawinan (dalam hal ini Kantor Urusan
Agama), maka perkawinan tersebut adalah termasuk perkawinan
siri (di bawah tangan). Meski secara agama perkawinan tersebut
sah, namun menurut hukum Indonesia perkawinan tersebut tidak

sah karena tidak dicatatkan. Akibatnya, anak-anak yang dilahirkan

5Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit
(Yogyakarta: Liberty, 1982), him. 122
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dari hasil nikah siri status hukumnya sama dengan anak luar kawin
yakni hanya punya hubungan hukum dengan ibunya ( Pasal 43 ayat
1 UU Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan). Jadi, anak yang
lahir dari kawin siri secara hukum negara tidak mempunyai
hubungan hukum dengan ayahnya. Hal tersebut antara lain akan

terlihat dari akta kelahiran si anak.

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) huruf a PP No. 37 Tahun
2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan. Dalam akta kelahiran anak yang lahir
dari perkawinan siri tercantum bahwa telah dilahirkan seorang anak
bernama siapa, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama
ibu dan tanggal kelahiran ibu (menyebut nama ibu saja, tidak
menyebut nama ayah si anak).

Berdasarkan UU no 23 Tahun 2006 Administrasi
Kependudukan jo UU no 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas
UU no 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
Dalam Undang-undang tersebut tidak menjelaskan apa yang di
maksud dengan akta kelahiran namun dari beberapa pasal (pasal 1
butir 8,17,15,dan 24) bisa di simpulkan bahwa Undang-undang
administrasi kependudukan mengartikan akta kelahiran adalah
dokumen resmi yang berisi peristiwa kelahiran yang dialami oleh
seseorang, di terbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai
kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari
pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
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Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang
dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada
Instansi pelaksana. Dan instansi pelaksana yang dimaksud adalah
satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan

Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.

Sedangkan Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak jo UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang
tentang Perubahan atas UU Nomer 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak pasal 27 sampai pasal 28 dalam pasal 27 di
jelaskan bahwa identitas pada anak harus dituangkan dalam bentuk
akta kelahiran yang di berikan sejak lahir. Dalam pembuatan akta
kelahiran harus berdasarkan surat keterangan dari orang yang
membantu proses kelahiran anak tersebut, apabila anak tersebut
tidak di ketahui siapa dan dimana keberadaan orang tuanya maka
pembuatan akta kelahiran dibuat berdasarkan surat keterangan
orang yang menemukan anak tersebut. Selanjutnya dalam pasal 28
menjelaskan pemerintah yang bertanggung jawab dalam pembuatan
akta kelahiran tersebut, serta menjelaskan bahwa pembuatan akta

kelahiran tidak di kenakan biaya.



BAB TIGA
HASIL PENELITIAN

3.1. Gambaran Wilayah

Bireuen adalah  salah  satu kabupaten di Aceh, Indonesia.
Kabupaten ini beribukotakan di Bireuen. Kabupaten ini terkenal
dengan julukan kota juangnya, dan sempat menjadi salah satu basis
utama Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Semenjak diberlakukannya
darurat militer sejak bulan Mei 2003, situasi di kabupaten ini
berangsur-angsur mulai kembali normal setelah perjanjian damai
MOU Helsinki. Kabupaten Bireuen termasuk salah satu kabupaten
yang bersejarah bagi bangsa Indonesia sebab pernah ditetapkan
sebagai ibukota Republik Indonesia kedua pada tanggal 18 Juni
1948 yakni tepat pada saat Agresi Militer Belanda 11 (1947-1948).
Akibatnya, PDRI yang semula menetap di Kota Bukittinggi
berpindah lokasi ke Kabupaten Bireuen (a.k.a. Kota Juang).

Secara geografis Kabupaten Bireuen terletak di antara 04° 54'
007-05° 21' 00” LU dan 96° 20' 00”-97° 21' 00” BT yang
merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 12
Oktober 1999 (berdasarkan Undang-undang No. 48 Tahun 1999).
Luas wilayah Kabupaten Bireuen adalah 1.796,32 Km? (179.632
Ha), dengan ketinggian 0-2.637 mdpl (meter di atas permukaan
laut). Terbagi dalam 17 kecamatan, dimana Kecamatan Peudada
merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 312,84 km2

atau sebesar 17,42 persen dari luas Kabupaten Bireuen. Sedangkan
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kecamatan terkecil adalah Kecamatan Kota Juang dengan luas
hanya 16,91 km?2.

Menjelang tahun 2005 terjadi pemekaran kecamatan dari 10

Kecamatan menjadi 17 hingga saat ini yaitu:

Kecamatan Gandapura
Kecamatan Jangka
Kecamatan Jeunieb
Kecamatan Jeumpa
Kecamatan Juli
Kecamatan Kota Juang
Kecamatan Kuala

Kecamatan Kuta Blang
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Kecamatan Pandrah

[EEN
o

. Kecamatan Peudada
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. Kecamatan Peulimbang
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. Kecamatan Peusangan
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w

. Kecamatan Peusangan Selatan
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IS

. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng
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. Kecamatan Makmur

[EN
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. Kecamatan Samalanga
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. Kecamatan Simpang Mamplam.>¢

Shttps://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bireuen diakses pada tanggal
20 Januari 2023.
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3.2. Upaya Pemenuhan Hak Anak Perkawinan Belum
Tercatat Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 108
Tahun 2019

3.2.1.Proses pelaksanaan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019
Tentang Kebolehan Pencatatan Anak Perkawinan Belum
Tercatat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006,
Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan
dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan
melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan
informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik
dan pembangunan. Dimana pendaftaran penduduk adalah
pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa
kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi
kependudukan serta penerbitan.®’

Dokumen kependudukan berupa kartu indentitas atau surat
keterangan kependudukan yang merupakan dokumen resmi
diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan
hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan
publik dalam pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil.
Secara umum administrasi kependudukan memiliki 2 (dua) fungsi,

yaitu:

1. Fungsi hukum, yaitu memberikan kepastian hukum, menjamin
keadilan serta memberikan kesejahteraan kepada penduduk

sesuai dengan martabat kemanusiaan.

SUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan. Pasal 1.
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2. Fungsi registrasi, memberikan pengakuan serta pengesahan
status perdata seseorang dan membentuk data mikro bagi proses
pembangunan, guna perumusan kebijakan yang berwawasan

kependudukan (people centred development).*®

Pendaftaran penduduk bertujuan untuk memberikan
keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk
serta mendapatkan data yang benar dan lengkap. Pendaftaran
penduduk dilaksanakan pada instansi pelaksana yang daerah
tugasnya meliputi domisili atau tempat tinggal penduduk.

Tugas ini menjadi kewenangan Disdukcapil Kabupaten Kota
dalam penelitian ini pihak berwenang yang dimaksud yaitu
Disdukcapil Kabupaten Bireuen. Dengan adanya administrasi
kependudukan dapat menegaskan seberapa baik warga dalam
memahami pentingnya administrasi kependudukan dan seberapa
baik pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil dalam melakukan
pencatatan kependudukan dan memfasilitasi warga saat mengurus
administrasi kependudukan. Sehingga dengan adanya administrasi
kependudukan masyarakat secara hukum sudah diakui oleh negara
dan selain itu masyarakat juga bisa mendapatkan hak atas
kepemilikan kartu identitas kependudukan untuk meningkatkan

kesejahteraannya.

8Rhyatokotua. Faktor-Faktor yang Menentukan Kinerja Pelayanan
Publik Bidang Pendaftaran Penduduk dengan SIAK pada Dinas Catatn
Kependudukan dan Catatan Sipil. https://www.slideshare.net/rhyatokotua/unud-
2421071384042bab-iii. Di akses pada tanggal 18 Februari 2023.
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Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Bireuen melayani Sembilan belas jenis Layanan Administrasi

Kependudukan yaitu:

1.

SOl 91 B~ N

10.
Jalf

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.

Pelayanan dokumen akta kelahiran

Akta Kematian

Kartu Keluarga

Kartu Identitas Anak

Pencatatan Perubahan Nama

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Permintaan Data Penduduk

Pencatatan dan Penerbitan surat keterangan Pembatalan
Perkawinan Pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk
Elektronik (KTP-el).

Pelayanan Legalisir Dokumen Kependudukan

Surat Keterangan Pindah WNI

Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta
Perkawinan

Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta
Perceraian

Pencatatan dan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan
Perceraian

Pencatatan Pengangkatan Anak

Pencatatan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak
Pencatatan Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak
Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Kelahiran Baru
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Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada pencatatan

kelahiran. Pencatatan kelahiran di Disdukcapil Kabupaten Bireuen

jumlah persentasenya dapat dilihat seperti yang terangkum dalam
tabel berikut:

Tabel 3.1. Data Pencatatan Kependudukan Disdukcapil Kabupaten

Bireuen®
No | Kecamatan Jumlah | Memiliki | Belum | Persentase
“ Memiliki (%)

1 | Samalanga | 5,436 | 5,912 | 11,348 | 5,689 5,659 50,13
2 | Jeunieb 5,455 | 6,003 | 11,458 | 5,659 5,799 49,39
3 | Peudada 5980 | 6,516 | 12,496 | 5,836 6,660 46,7

4 | Jeumpa 7,851 | 8,452 | 16,303 | 8,455 7,848 51,86
5 | Peusangan | 10,757 | 11,641 | 22,398 | 11,865 10,533 52,97
6 | Makmur 3,212 | 3,475 | 6,687 3,632 3,055 54,31
7 | Gandapura | 4,857 | 5,253 | 10,110 | 5,501 4,609 54,41
8 | Pandrah 1,901 | 2,071 | 3,972 1,865 2,107 46,95
9 | Juli 7,295 | 7,795 | 15,090 | 8,150 6,940 54,01
10 | Jangka 5,683 | 6,149 | 11,832 | 6,510 5,322 55,02
11 | Simpang 5899 | 6,401 | 12,260 | 6,231 6,029 50,82

Mamplam

12 | Peulimbang | 2,595 | 2,831 | 5,426 2,372 3,054 43,72
13 | Kota Juang | 9,899 | 10,544 | 20,443 | 11,114 9,329 54,37
14 | Kuala 4,058 | 4,354 | 8,412 4,196 4,216 49,88
15 | Peusangan | 2,542 | 2,714 | 5,256 2,964 2,292 56,39

Siblah
Krueng

%9 Sumber data Disdukcapil Kabupaten Bireun
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16 | Pesangan 3,225 | 3,431 | 6,656 3,370 3,286 50,63
Selatan

17 | KutaBlang | 4,747 | 5,026 | 9,773 5,758 4,015 58,92

Jumlah 91,352 | 98,568 | 189,920 | 99,167 90,753 52,22

Keterangan :

Kepala Keluarga Laki-laki
Kepala Keluarga Perempuan
Tercatat DIKUA

Tidak Tercatat DIKUA

il I

Pada tabel 3.1 terdapat beberapa kategori pencatatan di
Disdukcapil Bireuen pertama berdasarkan kepala rumahnya laki-
laki, perempuan sebagai kepala rumah tangga, kelompok
pencatatan yang pernikahannya tercatat di KUA dan pencatatan
keluarga yang tidak tercatat pernikahannya di KUA. Dimana
persentase pencatatan penduduk yang pernikahannya tercatat dan
tidak jumlahnya hampir setara begitupun perempuan sebagai

kepala rumah tangga.

Dimana jumlah kepala keluarga laki-laki 91,352 KK,
perempuan sebagai kepala keluarga 98,568 KK, sejumlah 99,167
pasangan sudah memiliki akta nikah ketika mengajukan pembuatan
KK ke Disdukcapil sedangkan 90,753 lainnya belum mempunyai
akte perkawinan atau tidak melampirkan pada saat mengajukan

permohonan pembuatan Kartu Keluarga.

Berdasarkan ini juga dapat diketahui bahwa sebanyak 90,753
atau 52,22 %, status kawin belum tercatat. Hal ini mengindikasikan

bahwa masyarakat masih banyak melakukan kawin di bawah
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tangan atau kawin siri yang tentunya ada beberapa alasan
dilakukannya pernikahan secara siri.

Untuk jumlah Kartu Keluarga dengan menyertakan
keterangan perkawinan belum tercatat dan akte kelahiran anak dari
perkawinan tesebut yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Bireuen
tidak terdapat data lengkap dan catatan akurat hal ini menjadi
sebuah catatan penting yang harus diperhatikan dengan serius agar
hal tersebut dapat diketahui dengan jelas untuk sistem pencatatan
yang semakin baik kedepannya sehingga dapat meminimalisir
kesalahan dalam pencatatan serta dapat diketahui perkembangan
terhadap pencatatan dengan jenis keterangan perkawinan tidak

tercatat di Kabupaten Bireuen.

Sejak diberlakukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
108 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109
Tahun 2019 terdapat pencantuman status Kawin Belum Tercatat
dan Cerai Hidup Belum Tercatat dalam kartu keluarga. Untuk
masyarakat yang telah melakukan nikah siri atau cerai siri dapat
memiliki kartu keluarga, hal ini sesuai dengan Pasal 10 Ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108
Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden
Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa Penerbitan KK
Baru karena membentuk keluarga baru sebagaimana dimaksud
pada Ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan

ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara
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Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi dengan
syarat lainnya berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak
perkawinan/perceraian belum tercatat.®
Selanjutnya berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang
Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi
Kependudukan bahwa Formulir  kelengkapan persyaratan
pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri
dari:%!
1. Surat pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan,
dengan kode F1.04;
2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak
perkawinan/perceraian belum tercatat, dengan kode F-1.05;
3. Surat Pernyataan perubahan elemen data kependudukan,
dengan kode F1.06;
4. Surat kuasa dalam pelayanan Administrasi Kependudukan,
dengan kode F1.07;
5. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data
kelahiran, dengan kode F-2.03; dan
6. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai

pasangan suami isteri, dengan kode F-2.04.

®lwan Kustiawan, Tinjauan Sosiologis Terhadap Pencantuman Status
Kawin Belum Tercatat Dan Cerai Hidup Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga
Ssebagai Akibat Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
Tahun 2019 JO Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Di
Kota Banjar, Case Law Journalloflaw, Vol.ol.3No.2Juli2022, him.
102-103.

®lperaturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109
Tahun 2019 .
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Salah satu status perkawinan dalam kartu keluarga yang
semula kawin atau belum kawin menjadi kawin tercatat, kawin
belum tercatat dan belum kawin merupakan salah satu kebijakan
pemerintah. Sebagai wadah untuk mewakili permasalahan sosial
yang banyak ditemukan di masyarakat salah satunya kawin belum
tercatat dan untuk menyelesaikan permasalahan lain sehingga
dimudahkan dengan adanya surat pernyataan tanggung jawab
mutlak (SPTJM) kebenaran data perkawinan untuk mempercepat
pengurusan perubahan data dalam kartu keluarga yang sebelumnya
tertulis kawin namun tidak bisa menunjukkan bukti surat nikah atau
akta perkawinan dan mempermudah proses pembuatan akta
kelahiran bagi anak yang lahir dari perkawinan belum tercatat.

Pemberian hak administrasi kependudukan berupa kartu
keluarga tanpa menyertakan akta perkawinan pada saat pendaftaran
dan menambahkan keterangan kawin belum tercatat dalam blangko
kartu keluarga di sisi lain bisa menyebabkan masyarakat tidak
menghiraukan adanya kewajiban untuk mencatatkan perkawinan
karena negara melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
memfasilitasi dokumen resmi negara berupa blangko Kkartu
keluarga bagi perkawinan belum tercatat.5

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kepemilikan kartu
keluarga memiliki manfaat besar bagi penduduk, selain sebagai
bukti sah dan kuat atas status identitas keluarga dan anggota
keluarga perihal kedudukan keberadaan kependudukan seseorang

juga digunakan sebagai syarat penerbitan KTP, syarat pembuatan

%2Ibid., him. 114.
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akta kelahiran bagi anak dan lain sebagainya. Adanya kartu
keluarga tersebut menjadikan perkawinan belum tercatat diakui
oleh pemerintah dan tidak memiliki perbedaan antara perkawinan
tercatat secara administrasi dalam hal kependudukan. Dimana
dokumen resmi milik negara itu dapat digunakan sebagai dasar
bagi pemenuhan hak warga negara yang lainnya dan bagi
pemerintah menjadi dasar untuk pengambilan keputusan/kebijakan,
hal itu adalah tujuan dari pemberlakuan aturan ini.

Sisi negatifnya pengembangan database kependudukan
secara tidak langsung juga harus diakui menyebabkan kedudukan
pencatatan perkawinan yang semula berfungsi untuk menjamin
ketertiban hukum (legal order) sebagai instrumen kepastian hukum
melalui alat bukti perkawinan, menjadi tidak tertib hukum karena
dalam jangka panjang perkawinan belum tercatat tetap difasilitasi
negara melalui pemenuhan hak administrasi kependudukan.
Kemungkinan terburuk yang terjadi akibat penerbitan Kkartu
keluarga bagi perkawinan belum tercatat adalah jumlah perkawinan
tidak tercatat akan meningkat.

Instansi pelaksana bidang pelayananan administrasi
kependudukan dalam hal ini selain dituntut lebih cermat dalam
memeriksa berkas persyaratan permohonan kartu keluarga, juga
harus mengetahui dengan pasti alasan masyarakat yang tidak dapat
melampirkan akta perkawinan atau buku nikah kemudian agar
disarankan mencatatkan perkawinannya melalui isbat nikah
(pengesahan nikah) dan mengurus ulang pembuatan akta

perkawinan atau surat nikah apabila kehilangan, agar dalam
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blangko kartu keluarga tidak tertulis kawin belum tercatat. Dengan
demikian, negara tetap memiliki peran dalam menekan angka
peningkatan jumlah perkawinan belum tercatat dan meminimalisir

terjadinya perkawinan belum tercatat.®®

3.2.2. Mekanisme Pencatatan Kelahiran Anak Perkawinan
Tidak Tercatat.

Pencatatan kelahiran sebagai salah satu kewenangan
Disdukcapil menjadi faktor dasar lahirnya PERMENDAGRI
Nomor 108 Tahun 2019 yaitu untuk memberikan hak kepada anak
tanpa melihat pada latar belakang perkawinan orang tuanya. Untuk
anak yang lahir dalam perkawinan orang tua yang tidak tercatat
secara negara disebutkan dalam konsiderans Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (UU Adminduk) antara lain dikatakan bahwa
Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945 (UUD  1945) pada hakikatnya berkewajiban
memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan
status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan

dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia.

®Wawancara dengan Kesuma Fitriah, Administrator Database
Kependudukan Bidang pendaftaran penduduk Kabupaten Bireun pada Tanggal
13 Januari 2023.


https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26195/node/758/uu-no-23-tahun-2006-administrasi-kependudukan
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26195/node/758/uu-no-23-tahun-2006-administrasi-kependudukan
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26195/node/758/uu-no-23-tahun-2006-administrasi-kependudukan
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e8dd4cb6d80/node/758/uu-no-24-tahun-2013-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2006-tentang-administrasikependudukan
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e8dd4cb6d80/node/758/uu-no-24-tahun-2013-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2006-tentang-administrasikependudukan
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e8dd4cb6d80/node/758/uu-no-24-tahun-2013-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2006-tentang-administrasikependudukan
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e8dd4cb6d80/node/758/uu-no-24-tahun-2013-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2006-tentang-administrasikependudukan
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945
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Pengakuan status hukum pada peristiwa penting tesebut
diantaranya adalah penerbitan akta kelahiran.%

Pada dasarnya, setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada
instansi yang mengurus administrasi kependudukan untuk
dibuatkan aktanya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27
UU Adminduk:

1. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada
Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari
sejak kelahiran.

2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran

dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Syarat-syarat memohon pencatatan kelahiran penduduk
yang dipenuhi berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Presiden
Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil® adalah sebagai
berikut:

a. Surat keterangan kelahiran;

b. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
. Kartu Keluarga (KK); dan

. Kartu Tanda Penduduk-elektronik (KTP-¢l).®

o o

®41bid.

®Perpres Nomor 96 tahun 2018.

®https://mww.hukumonline.com/klinik/a/akta-kelahiran-anak-yang-
lahir-sebelum-perkawinan-tercatat-di-kua-1t5456ed6899199 diakses pada tanggal
19 Februari 2023.


https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5bd96b5e9e94d/node/758/peraturan-presiden-nomor-96-tahun-2018
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5bd96b5e9e94d/node/758/peraturan-presiden-nomor-96-tahun-2018
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5bd96b5e9e94d/node/758/peraturan-presiden-nomor-96-tahun-2018
https://www.hukumonline.com/klinik/a/akta-kelahiran-anak-yang-lahir-sebelum-perkawinan-tercatat-di-kua-lt5456ed6899199
https://www.hukumonline.com/klinik/a/akta-kelahiran-anak-yang-lahir-sebelum-perkawinan-tercatat-di-kua-lt5456ed6899199
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Mengacu pada syarat-syarat di atas, dalam pencatatan
kelahiran anak, diperlukan kutipan akta nikah/akta perkawinan
suami dan isteri. Sehingga anak yang lahir dari perkawinan yang
tidak tercatat tidak dapat memperoleh akta kelahiran. Hal ini tentu
menjadi sebuah permasalah bagi si anak yang berakibat pada
berbagai aspek kehidupannya kelak. Sebab akta kelahiran
merupakan Bukti Sah mengenai Status dan Peristiwa Kelahiran
Seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil.%

Dalam hal ini lah anak yang lahir dari perkawinan yang tidak
tercatat atau pernikahan siri secara hukum negara akan mendapati
beberapa kendala. Secara hukum sendiri, negara tidak menentang
pernikahan siri sesuai pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang
perkawinan. Akan tetapi pernikahan siri tersebut bisa tidak sah

ketika tidak tercatat oleh KUA untuk yang beragama Islam.

Pernikahan siri merupakan pernikahan yang ada secara
hukum agama. Sehingga tidak didaftarakan pada negara. Hal ini
membuat pernikahan tersebut memiliki dampak untuk hak-hak
hukumnya. Dalam kata lain, pernikahan siri juga tidak mempunyai
kekutan hukum. Akibatnya anak hingga isteri dari perkawinan siri
tidak memiliki legalitas atau status hukum di mata negara.

Sehingga berpengaruh juga pada anak dimana belum bisa tercatat

®"\Wawancara dengan Kesuma Fitriah, Administrator Database
Kependudukan Bidang pendaftaran penduduk Kabupaten Bireuer....
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dalam kartu keluarga dan belum mendapatkan akta kelahiran anak

nikah siri.%8

Untuk mendapatkan akta kelahiran, anak tersebut bisa
menggunakan status sebagai anak dari ibu. Namun dengan syarat
membuat akte kelahiran anak nikah siri. Adapun syarat membuat

akta kelahiran anak pernikahan siri sebagai berikut ini:

1. Surat pertanyaan. Pertama adalah adanya surat pernyataan yang
menyatakan bahwa anak tersebut dari hasil ikatan diluar
perkawinan.

2. Melakukan Itshat. Kedua pasangan harus melakukan itsbat di
pengadilan agama atau Mahkamah Syar’iyah. Akan lebih kuat
jika amar putusan menetapkan status anak-anaknya agar menjadi
anak sah.

3. Surat nikah siri asli atau surat keterangan nikah siri.

4. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga kedua orang tua.

5. Identitas dan nama saksi pelaporan akta kelahiran.

Syarat membuat akte kelahiran anak perkawinan siri ini
penting dipahami ketika ingin membuat akte kelahiran anak dari
hasil perkawinan siri. Pengakuan negara untuk anak tersebut
penting untuk membantu memudahkan pengurusan dokumen lain
seperti ijazah hingga untuk melamar pekerjaan. Syarat membuat
akte kelahiran anak perkawinan siri tersebut diberikan pada Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil. Negara tetap memberikan

®8https://blog.justika.com/keluarga/syarat-membuat-akte-kelahiran-
anak-nikah-siri/ diakses pada tanggal 20 Januari 2023.


https://blog.justika.com/keluarga/syarat-membuat-akte-kelahiran-anak-nikah-siri/
https://blog.justika.com/keluarga/syarat-membuat-akte-kelahiran-anak-nikah-siri/
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pelayanan data kependudukan kepada anak hasil nikah siri berupa
akta kelahiran serta serta pasangan yang melalukan perkawinan

secara siri berupa kartu keluarga.®®

Kelahiran permendagri Nomor 108 Tahun 2019 yang
kemudian memberikan kemudahan untuk anak yang lahir dari
perkawinan orang tuanya yang tidak tercatat untuk membuat akta
kelahiran dengan melampirkan syarat-syarat seperti yang tersebut

dalam pasal 48 sebagai berikut:

1. KTP kedua orang tua;

2. Kartu Keluarga;

3. Surat Keterangan lahir dari rumah sakit atau surat Pernyataan
Tanggungjawab Mutlak SPTJM bagi yang sudah tidak memiliki
surat keterangan lahirnya;

4. Surat keterangan menikah siri dari Pemuka Agama.

Akan tetapi patut diperhatikan, meskipun negara tetap
melayani karena hal ini merupakan hak dari setiap orang untuk
mendapatkan dokumen atas peristiwa penting (kelahiran,
pernikahan, kematian) tetap terdapat pengecualian yang ada pada
umumnya. Dalam hal akta kelahiran bagi anak hasil perkawinan

siri, pada akta kelahirannya akan terdapat keterangan bahwa “anak

®Wawancara dengan Kesuma Fitriah, Administrator Database
Kependudukan Bidang pendaftaran penduduk Kabupaten Bireuer....
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yang dilahirkan dari pasangan X dan Y yang perkawinannya belum

tercatat”.’®

Akan tetapi dalam penelitian ini penulis tidak mendapatkan
sampel bentuk hard copy dari Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran
Anak dari perkawinan yang tidak tercatat dikarenakan menurut
pihak Disdukcapil Kabupaten Bireun hal tersebut melanggar kode
etik terhadap data pribadi kependudukan seseorang sehingga tidak
dapat dipublikasikan.

3.3.  Konsekuensi Berlakunya Permendagri Nomor 108 Tahun

2019.

Kebijakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melayani
pembuatan  Akta Kelahiran dengan memberikan  Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atas ketentuan
Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tanpa dilampirkan photo kopi
buku nikah menimbulkan berbagai dampak/konsekuensi terhadap
berbagai pihak baik dalam bentuk positif maupun negatif.

Aturan ini secara mendasarkan memberikan dampak positif
terhadap pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak secara
administratif sehingga anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak
tercatat dapat mendapatkan hak mereka selayaknya anak Indonesia

lainnya.’

Wawancara dengan Kesuma Fitriah, Administrator Database
Kependudukan Bidang pendaftaran Penduduk Kabupaten Bireuen, Pada Tanggal
31 Januari 2023.

1 Hasil Wawancara dengan Ismuar Kepala KUA Peusangan Kabupaten
Bireuen Pada Tanggal 23 Desember 2022.
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Kebolehan penggunaan SPTIJM dalam  ranah  peradilan
sebagai salah satu lembaga di Indonesia yang juga memiliki peran
terhadap keabsahan suatu perkawinan hal ini tentu secara tidak
langsung dapat mempersempit kewenangan lembaga tersebut
dalam hal penetapan (isbat) suatu perkawinan yang tidak tercatat.
Dikarenakan dengan melampirkan SPTJM, masyarakat sudah dapat
memproses penyatuan Kartu Keluarga dan menyebut diri mereka
berstatus sebagai suami isteri yang sah tanpa didasari penetapan
dari pengadilan.

Selanjutnya lembaga yang juga akan ikut terdampak terhadap
pemberlakuan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 yaitu pencatat
perkawinan Kantor Urusan Agama. Adanya status perkawinan
‘Kawin Belum Tercatat’ di Kartu Keluarga juga dapat memuculkan
masalah dan polemik baru di KUA. Sebagai contoh ketika warga
yang bermaksud mendaftar nikah, di KTPnya tertulis Kawin tetapi
di Kartu Keluarganya tertulis ‘Kawin Belum Tercatat’. Hal ini
membingungkan karena selama ini hanya dikenal status
Kawin/Tidak Kawin atau Cerai Hidup/Cerai Mati. Setelah
dicermati, ternyata yang bersangkutan sudah menikah secara siri
atau kawin di bawah tangan dan belum pernah dicatatkan di KUA

manapun.’?

Terhadap seseorang pendaftar nikah berstatus ‘Kawin’ di
KTPnya maka asumsi petugas KUA adalah untuk beristeri kedua/

ketiga alias berpoligami, maka KUA akan meminta bukti

2\Wawacara dengan Mursal, Kepala KUA Kuta Blang Kabupaten
Bireuen tanggal 22 Desember 2022.
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penetapan/ izin poligami dari Pengadilan Agama. Bila berdalih
sudah bercerai hidup, maka wajib baginya meyerahkan asli Akta
Cerai dari Pegadilan Agama, bila berdalih telah cerai mati maka
akan diminta menyerahkan Surat Keterangan Kematian Pasangan
dan copy Akta Kematian dari Kantor Catatan Sipil. Hal ini diatur
dengan sangat jelas dalam PMA Nomor 20 tahun 2019 Pasal 4
tentang syarat administratif pendaftaran nikah. Dan harus ditambah
lagi dengan keharusan memvalidasi terlebih dahulu status
perkawinannya tersebut ke Kantor Catatan Sipil agar status di KTP
sesuai dengan fakta yang sebenarnya.”

Hal-hal semacam ini juga harus menjadi perhatian semua
pihak agar kemudian tidak memunculkan keresahan baru ditengah
masyarakat. Sisi negatif produk administrasi kependudukan yang
berpayung pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun
2016 (Permendagri 9/2016) dan Permendagri no 108 2019 di
dimana dua orang yang menikah tidak tercatat dapat menyatukan
diri dalam satu Kartu Keluarga dan di KTPnya tertulis
berstatus ‘kawin’ dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Mutlak (SPTJM). Artinya, perkawinan mereka secara
administratif sudah ‘legal’ (diakui oleh Pemerintah) yang
dibuktikan dengan adanya keterangan status kawin di KTP atau
kawin tidak tercatat di KK. Akan tetapi status hukum yang
dihasilkan SPTJM ini tidak berkekuatan hukum apa-apa dan tidak

"Ibid.
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diakui oleh instansi pemerintah sendiri (selain Kementerian Dalam

Negersi).”

Selama ini memang telah ada alternatif solusi untuk
perkawinan secara siri: Pertama, melalui itsbat nikah di Pengadilan
Agama dimana warga yang melakukan nikah siri dapat mengajukan
permohonan (sukarela) isbat (penetapan) nikah kepada Pengadilan
Agama sebagaimana diatur pada pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan
penjelasannya. Pada awalnya isbat nikah lazimnya terbatas pada
empat perkara, yakni: adanya perkawinan yang terjadi sebelum
berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, hilangnya akta
nikah, adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian,
adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat
perkawinan. Namun karena banyaknya tuntutan masyarakat maka
Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
No. 1 Tahun 2015 yang mendasarkan pada Pasal 7 Ayat (3) huruf
e Kompilasi Hukum Islam (KHI), membolehkan diajukan isbat
nikah atas perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak
mempuyai halangan perkawinan menurut UU Nomor 16 Tahun
2017.

"Hasil Wawancara dengan Ismuar Kepala KUA Peusangan Kabupaten
Bireuen Pada Tanggal 23 Desember 2022.
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Kedua, melakukan akad nikah ulang yang didahului
pendaftaran nikah ke KUA, sejauh secara administrasi tidak ada
halangan, namun waktu pencatatan tidak bisa ditulis mundur
melainkan berdasarkan waktu yang sebenarnya. Adapun mengenai
anak yang mungkin saja sudah lahir, hal ini tentu menjadi risiko
sekaligus untuk memberikan dampak jera karena telah dengan
sengaja menikah siri.”> Namun, karena satu dan lain hal
pengesahan nikah siri kurang mendapatkan perhatian serius dari
masyarakat. Sehingga ketika anak lahir anak yang turut menjadi
korban, maka untuk itu dalam upaya memberikan beberapa hak
kepada anak dibentuklah Permendagri Nomor 108 Tahun 2019

sebagai salah satu solusi tercepat.

3.4. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak dari
Perkawinan Tidak Tercatat atas Permendagri Nomor 108
Tahun 2019
Secara yuridis Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat

dan Cerai Hidup Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Sebagai

Akibat Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108

Tahun 2019 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun

2019 Di Kota Kabupaten Bireuen adalah bertentangan dengan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

seolah-olah melegalkan perkawinan siri akan tetapi dapat

melindungi isteri dan anak-anak dari berbagai persoalan dalam
kehidupan sosial dengan mencantumkan status yang paling sesuai

dengan realitasnya.

"Ibid.,
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Disisi lain hal ini sesuai dengan teori sosiologi hukum bahwa
dalam kehidupan bermasyarakat telah maraknya nikah siri untuk
melindungi isteri dan anak-anak hasil nikah siri maka pemerintah
mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun
2019 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019
bahwa dilakukannya Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat

dan Cerai Hidup Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Di
Kabupaten Bireuen dalam hal ini adanya fungsi hukum sebagai
sarana pembaharuan masyarakat, dapat pula diartikan, bahwa
hukum digunakan sebagai alat oleh agent of change yang
merupakan pelopor perubahan yaitu seseorang atau sekelompok
orang yang mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagali
pemimpin dari satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.
Pelopor ini melakukan penekanan untuk mengubah sistem sosial,
mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang direncanakan
terlebih dahulu disebut social engineering ataupun planning atau

sebagai alat rekayasa sosial.”®

Disinilah tampak pentingnya administrasi kependudukan
terhadap peristiwa perkawinan dilakukan dengan tepat. Setiap

peristiwa perkawinan harus diadministrasikan dalam dokumen

"$lwan Kustiawan, Tinjauan Sosiologis Terhadap Pencantuman Status
Kawin Belum Tercatat Dan Cerai Hidup Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga
Ssebagai Akibat Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
Tahun 2019 JO Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Di
Kota Banjar, Case Law Journalloflaw, Vol.ol.3No.2Juli2022, him.
102-103.
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kependudukan berupa Kartu Keluarga dan KTP Elektronik. Dalam
kartu keluarga penulisan status perkawinan bersifat mandatory atau
wajib. Status yang harus dituliskan adalah Kawin Tercatat, Kawin
Belum Tercatat, Cerai Hidup atau Cerai Mati. Status perkawinan
tidak boleh dikosongkan. Selain itu, Status Hubungan Dalam
Keluarga (SHDK) juga harus diisi yaitu kepala keluarga, suami,

isteri, anak, mertua, famili dan lainnya.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri) yang memasukkan perkawinan siri ke
dalam kartu keluarga (KK). Dimana Kebijakan ini menimbulkan
banyak kontroversi dan sorotan, ada yang kontra dan ada yang pro.
Ada yang menilai bahwa kebijakan ini akan berimplikasi
menimbulkan  ketidakpastian hukum, sebagian yang lain
mengatakan bahwa kebijakan tersebut menabrak norma dan dan
tumpang tindih dengan keberadaan lembaga terkait lainnya.
Sebagian yang lain menganggap bahwa kebijakan ini sangat
dibutuhkan untuk kepastian hukum. Bagi yang beranggapan dan
menilai bahwa kebijakan ini akan berimplikasi menimbulkan
ketidakpastian hukum beralasan, mengkhawatirkan akan banyak
masyarakat, beranggapan kalau pernikahan sirinya sudah
berkekuatan hukum negara karena sudah dicatatkan didalam Kartu
Keluarga (KK). Dan implikasinya bahwa negara dianggap
mengakui dan melegitimasi sesuatu perbuatan hukum dibawah

tangan itu.
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Secara substansi sesungguhnya kebijakan itu sebagai upaya
perlindungan terhadap hak warga negara. Khususnya perlindungan
terhadap anak yang lahir dari pasangan nikah siri. Kebijakan
tersebut mungkin, dilakukan untuk kesempurnaan pendataan,
artinya tidak boleh ada warga yang tidak masuk dalam KK seperti
apapun statusnya. Kebijakan yang diambil oleh Dirjen Dukcapil
tersebut adalah upaya mencari solusi, karena pernikahan siri dalam
pengertian pernikahan yang terpenuhi syarat dan rukun nikah,
tetapi belum dicatatkan itu hukumnya sah karena pernikahan dalam
Islam itu peristiwa keagamaan, yang keabsahannya terikat oleh
ketentuan agama dan ini juga sejalan dengan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila
dilakukan menurut hukum agama, akan tetapi Kebutuhan catatan
perkawinan yang tidak tercatat bagi yang nikah siri sepertinya perlu
kejelasan serta mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi yang
ditimbulkan, sehingga tidak melanggar norma dan benturan dengan
lembaga lain. Karena prinsip dasar pernikahan adalah asas
pencatatan, seperti tertuang dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk itu, penulisan
kawin belum tercatat didalam KK bagi pelaku nikah siri menjadi
kontraproduktif ~ meskipun  tujuannya untuk  mewujudkan
perlindungan hukum terhadap anak terutama dalam hak-hak

administrasinya .
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Pelayanan penerbitan akta kelahiran bagi seorang anak dari
orang tua pemohon yang tidak dapat menunjukkan kutipan akta
perkawinannya, pencatatan tetap dapat dilaksanakan sama seperti
permohonan akta kelahiran pada umumnya. Dalam pelayanan
penerbitan akta kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Bireuen tidak membedakan penerbitan akta
kelahiran bagi anak hasil nikah siri dengan akta kelahiran anak
pada umumnya, yang membedakannya disini hanya dokumen yang

diserahkan sebagai syarat penerbitan akta kelahiran.”

Penulis menemukan temuan penting yakni akta kelahiran
bagi anak hasil nikah siri dapat diterbitkan dengan mencantumkan
nama kedua orang tuanya dengan syarat harus melampirkan
SPTJM (Surat Pertanggungjawaban Mutlak) dan jika tidak maka
hanya dapat diterbitkan akta kelahiran atas nama ibu. Proses
permohonan penerbitan akta kelahiran anak hasil perkawinan Siri
dilakukan dengan SPTJM untuk keluarga nikah siri yang sudah
mempunyai Kartu Keluarga untuk membuat akta kelahiran anaknya
sehingga nama bapak beserta nama ibu biologisnya bisa
dicantumkan, namun ada yang membedakannya yaitu ditambahkan

frasa “perkawinannya belum dicatatkan”.’

Akta kelahiran yang diterbitkan dengan melampirkan SPTJM

bagi anak hasil nikah siri ataupun perkawinan di bawah tangan

\Wawancara dengan Husna, Kepala Bidang Pencatatan Sipil,
Kabupaten Bireuen Pada Tanggal 31 Januari 2023.
8lbid.
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tidak cuma memiliki ikatan perdata dengan ibu serta keluarga
ibunya saja, namun juga mempunyai ikatan keperdataan dengan
bapaknya bila menemukan pengakuan dari bapak biologisnya
ataupun dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan serta

teknologi.”

Dalam hal ini jelas PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun
2019 tujuan utamanya untuk memberikan perlindungan terhadap
seluruh anak Indonesia agar mereka memperoleh haknya tanpa
dibeda-bedakan status pernikahan orang tuanya. Perlindungan anak
merupakan suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang
memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara
manusiawi. Hal ini berarti bahwa dilindunginya hak anak dalam
memperoleh dan mempertahankan  haknya untuk hidup,
mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang begitupun
anak hasil nikah siri yang harus tetap mendapatkan hak yang sama
seperti anak pada umumnya seperti dalam akta kelahiran yang
harus menunjukan hubungan hukum perdata antara anak dengan
orangtuanya. Bahkan anak dari pernikahan siri kini dapat menuntut

hak perdata dari ayahnya.°

Seperti yang sudah tertulis pada Undang- Undang tentang
Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan yang mana Undang-undang memerintahkan
pengakuan anak untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang

telah sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum

“Ibid.
8bid.



89

negara. Hal ini untuk melindungi hak perdata anak. Dengan
pengakuan anak dimaksud, anak yang bersangkutan mempunyai
hubungan perdata dengan ayahnya, dalam konteks diatas maka akta

tersebut akan mencatat nama ayah anak hasil nikah siri.

Jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam persoalan ini
merujuk pada maqgashid syariah dalam kategori memilihara

keturunan.
3.5.  Analisis Hukum Islam Terhadap Status Hukum Anak

Islam yang diwahyukan terhadap Nabi Muhammad SAW.
merupakan agama universal.! Secara ijmali, tujuan dari syari’at
Islam adalah sejalan dengan fungsi risalah Nabi Muhammad SAW.,
yaitu rahmatan lil alamin dengan berdasarkan Al-Qur'an dan
Sunnah sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat al-
Anbiya’ ayat 107 :

palall a2 ) @il

Artinya : “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan

untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (QS.
Al-Anbiya: (21) 107).

Rahmat tersebut dapat dijabarkan menjadi tiga fase yang
salah satunya adalah tahgiq al-Masalih (merealisasikan
kemaslahatan-kemaslahatan). Kemaslahatan itu kembali kepada

pemeliharaan lima hal yang pokok yang dikenal dengan magashid

81Sjechul Hadi Permono, Dinamisasi Hukum Islam dalam Menjawab
Tantangan Era Globalisasi (Surabaya: Demak Press, 2002), him. 6.
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asy syariah meliputi hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-Nasl, hifz al-
agal, dan hifz al-mal.®2 Untuk kemaslahatan hifz al-nasl agama
mensyari‘atkan pernikahan dan melarang seseorang melakukan
perzinahan yang mengakibatkan keturunannya tidak jelas, merusak
citra diri, dan menodai amanat yang dititipkan Allah Swt. kepada
masing-masing diri orang laki-laki dan perempuan agar melahirkan

keturunan melalui pernikahan.

Magashid ash syari'ah dalam hal ini adalah tujuan dari
syari'at yang diciptakan oleh Allah SWT demi terwujudnya
kemaslahatan bagi umat manusia. Baik itu kemaslahatan manusia
di dunia maupun kemaslahatan manusia di akhirat. Secara
sederhana maqgashid ash syari'ah berarti maksud atau tujuan
disyari'atkan hukum dalam Islam. Tentu saja maksudnya untuk
memelihara kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari
mufsadat atau kerusakan. Ketika berbicara perihal perkawinan,
menjadi masalah yang esensial bagi kehidupan manusia. Oleh
karena itu, di samping perkawinan sebagai sarana untuk
membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrat manusia

untuk memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani.

Berkaitan dengan perkawinan, al-Ghazali menjelaskan
beberapa makna tersembunyi yang ada dalam perintah Allah Swit.
dan sunnah Rasul yang menganjurkan umatnya untuk

melaksanakan perkawinan, seperti menperoleh keturunan yang

8Mohammad Abu Zahra, Ushul Figh, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003),
him. 548.
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sholeh/shalehah, menundukkan syahwat, menentramkan jiwa, serta
membentuk keluarga sakinah.

Sebagaimana dijelaskan di atas, anjuran memiliki keturunan
merupakan salah satu motivasi utama dalam proses pernikahan,
sebab anak adalah penerus estafet perjuangan sang orang tua dalam
kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat kelak, meskipun
memiliki anak bukanlah sebuah kewajiban dan yang menjadi
kewajiban adalah menjaga serta memelihara anak tersebut. Hal ini
juga dipertegas oleh agama dalam magqashid syari’ah (tujuan utama

adanya syari’at).%

Hifz an-Nasl menjadi salah satu dari magashid dimana untuk
merealisasikannya hanya bisa dilalui dengan perkawinan sehingga
manusia mempunyai keturunan dengan cara-cara yang makruf.
Islam memerintahkan kepada orang tua agar memelihara dan
mendidik anak secara baik dan benar. Orang tua tidak boleh
menelantarkan mereka tanpa bertanggung jawab.®* Ketika masih
bayi, anak harus disusui, dirawat dan memperoleh kasih sayang

yang cukup. Setelah dia tumbuh besar, anak berhak memperoleh

8 Husni Fuaddi, ‘Keluarga Berencana (KB) Dalam Perspektif Hukum
Islam’, Ahkam: Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol. 1 No. 1 Tahun 2020, him. 27—
41.

84 Al-Fauzi, ‘Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai
Keindonesiaan’, Jurnal Lentera, 3.1 (2017), him. 1-24.
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penghidupan dan pendidikan yang layak. Sehingga kelak benar-
benar menjadi generasi yang berkualitas.®®

Beranjak dari hal tersebut Permendagri Nomor 108 Tahun
2019 yang pertimbangannya adalah untuk memenuhi hak-hak
secara administrasi seseorang agar dapat hidup, tumbuh dan
berkembang sebagaimana mestinya. Ini dapat dikategorikan dalam
kondisi darurat menurut Islam dan pertimbangan darurat,

membolehkan melakukan hal-hal yang dilarang.

Dalam Qaidah Figh disebutkan:

Artinya : “Dalam kondisi darurat, hal-hal yang terlarang
dibolehkan”.

Darurat menurut Wahbah al-Zuhayli ialah satu kondisi yang
menimpa seseorang yang diperkirakan akan mengakibatkan bahaya
pada jiwa atau anggota badan atau kehormatan atau akal atau juga
harta. Hukum darurat tidaklah bebas, tapi tunduk pada batasan-
batasan tertentu. Darurat merupakan jalan alternatif untuk

memenuhi keadaan sangat terpaksa.
Hal ini dijelaskan dalam Q.S. Al-Bagarah (2) 173:

Szl T & Oal Ty s sl a2y 20015 Al ke 238 &)

AD D5 A1) Ale &) S e V50 S

®Nur Lailatul Musyafa’ah, ‘Program Kampung Keluarga Berencana
Menurut Hukum Islam’, Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family
Law, Vol. 08 No. 02 Tahun 2018, him. 320.
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Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu
bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang
(ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah.
Tetapi  barangsiapa dalam keadaan terpaksa
(memakannya) sedang dia tidak menginginkannya
dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada
dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang.”

Makna firman Allah, “sedang dia tidak menginginkannya”
ialah seseorang memakan hal-hal yang diharamkan tersebut semata
mata karena terpaksa, bukan untuk menikmati atau merasakan
enaknya. Adapun makna “dan tidak melampaui batas” ialah tidak
memakannya hingga melampaui batas kenyang. Meskipun dalam
konteks ini tidak membicakan suatu hal yang akan menyebabkan
kematian namun dapat dianalogikan bahwa kondisi ini sama-sama
membawa seseorang dalam kemudharatan yang akan menghambat
kemudahan hidupnya.

Sama dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 bisa
dijadikan alternatif untuk memenuhi keadaan yang sangat terpaksa
(darurat) demi kelangsungan hidup anak-anak yang dilahirkan
bahkan dari perkawinan orangtuanya yang tidak tercatat. Dengan
kata lain Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 bagi anak termasuk
kedalam jenis dharurat dharuriyyat, yaitu tingkat kebutuhan yang
harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat
kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat
manusia, maka hidup manusia akan terancam, berada dalam
kesulitan yang sangat besar dan berkepanjangan, yang akan
membawanya kepada kepunahan.
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Artinya: “Dan hendaklah orang-orang merasa khawatir, jika
meninggalkan sesudah mereka keturunan yang lemah-

lemah yang mereka takutkan. Maka bertakwalah

kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan
yang benar/sesuai”. (QS. an-Nisa’ [4:9])

Ayat-ayat di atas menyampaikan pesan tentang pentingnya
perlindungan diri dan keluarga, lebih khusus lagi adalah keturunan,
dapat dipahami sebagai berbagai bentuk penderitaan dunia dan
akhirat. Penderitaan itu antara lain dapat berbentuk kemiskinan,
kebodohan, dan keterbelakangan, serta keburukan moral. Ayat ini
memandu orang yang beriman untuk memikirkan keselamatan dan

kesinambungan generasi secara lahir batin dan dunia akhirat.

Pelaksanaan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 lebih
memberikan manfaat daripada madharat, meskipun tidak dapat
dipungkiri juga terdapat nilai-nilai mudharat namun jika berbicara
konteks perlindungan anak ini dapat menjadi suatu kebutuhan yang
darurat bagi masyarakat. Karena sesungguhnya syariat Islam
datang untuk membawa maslahat bagi manusia mencegah hal-hal
yang menimbulkan kerusakan dan memilih yang lebih kuat di
antara dua maslahat serta mengambil yang lebih ringan bahaya

apabila terjadi kontradiksi sesuai dengan kaidah fikih yaitu:
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Artinya: “Meninggalkan kerusakan harus didahulukan dari

pada mengambil kemaslahatan”

Inti dari Maqashid Syari’ah adalah untuk mencapai
kemaslahatan, karena tujuan penetapan hukum dalam Islam ialah
untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-
tujuan syara’. Sebagaimana telah diketahui bahwa hukum Islam
mempunyai lima tujuan kemaslahatan pada diri manusia yaitu
memelihara agama (Hifzul ad-din), memelihara jiwa (Hifzul an-
nafs), memelihara akal (Hifzul al-agl), memelihara nasab (Hifzul
an-nasb) dan memelihara harta (Hifzul al-mal). Dari kelima tujuan
hukum Islam tersebut, termasuk di antaranya adalah memelihara
keturunan. Sedangkan, Maslahat yang ingin dicapai itu, menurut
kepentingannya, dan dapat dikelompokkan menjadi tiga peringkat,
yaitu: masalah darurriyat, hajiyat dan tahsiniyat.8’

Tujuan umum Syar’i dalam mensyariatkan hukum-
hukumNya ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan
menjamin hal-hal pokok (dharuri) bagi mereka, pemenuhan untuk
menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap
lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi (hajiyyat) dan dapat

melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima

8Kaidah-Kaidah Illmu Figh (Al-Qawa’idul Fighiyah), cet. ke-3,
(Jakarta: Kalam Mulia, 1999). him. 10.

8”Faturrahman Djamil, Metode ljtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah,
him. 85
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unsur pokok (tahsiniyyat). Dengan demikian, jelas bahwa semua
perintah maupun larangan dari Allah SWT baik dalam Al-Qur’an
dan Hadits semuanya mempunyai hikmah tertentu dan tidak ada

yang sia-sia.

Jika merujuk pada apa yang penulis uraiakan dalam tesis ini
secara keseluruhan maka penetapan Permendagri Nomor 108
Tahun 2019 dalam konteks perlindungan anak hak administratif
negara telah tepat, meskipun tidak dapat dihindari juga bahwa
aturan tersebut menimbulkan hal-hal negatif disisi lainnya. Telah
menjadi hak dan kewajiban setiap penduduk Indonesia terdata
dalam KK, oleh karena itu Dukcapil memang harus memberikan
pelayanan bagi semua warga. Termasuk bagi mereka yang
melakukan perkawinan secara siri, data-datanya dapat dimasukkan
dalam satu KK (Kartu Keluarga) sama halnya dengan pernikahan
resmi. Meskipun harus diberikan tanda khusus pada KK tersebut
dalam kolom keterangan (perkawinan belum tercatat). Hal ini
tujuannya untuk tetap mempertahankan legalitas dan keutamaan
pencatatan perkawinan secara sah. Permendagri nomor 108 tahun
2019 semata-mata untuk memberikan perlindungan dan pengakuan
kepada anak sebagaimana yang di amanatkan oleh Undang-undang.
Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 Tentang perlindungan anak pasal 4 sampai 18 bahwa
Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabatnya,
terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Hak atas suatu nama

dan status kewarganegaraan. Hak untuk mengetahui orang tuanya,
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dibesarkan dan diasuh oleh orangtuannya sendiri. Hak untuk
memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai
keutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Hak memperoleh
pendidikan dan pengajaran untuk pengembangan kepribadian dan
tingkat kecerdasan dan bagi anak cacat berhak memperoleh
pendidikan luar biasa, dan memiliki keunggulan mendapatkan
pendidikan khusus. Aturan ini bukan melegalkan pernikahan siri,
dalam proses pengajuannyapun tidak dengan semata-mata langsung
dikeluarkan oleh pihak Disdukcapil. Apabila pelaku nikah siri ingin
mendapatkan haknya maka harus melampirkan penetapan
pengadilan terhadap pengakuan pernikahannya. Terkait dengan
legalitas hukum KK dan Akta Kelahiran dengan frasa perkawinan
belum tercatat pihak Disdukcapil juga menjelaskan bahwa secara
negara tidak diakui seperti tuntutan hak waris, hak nafkah dan
sebagainya sepanjang pernikahannya masih siri. Namun akta
kelahiran tersebut bagi anak tetap diakui oleh negara untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Pada proses
pencatatan KK ini juga harus mendapatkan izin dari isteri pertama
untuk mencantumkan nama suaminya kepada anak siri suaminya
maka dapat dicatatkan kedalam akta kelahiran anak nama bapaknya
dengan melampirkan surat izin dari isteri pertama sebagai isteri sah
yang diakui negara. Namun apabila isteri pertama tidak memberi
izin maka anak akan di catat dalam akta kelahiran sebagai anak ibu
semata. Disdukcapil Bireun juga selalu menyarankan untuk
melakukan Itsbat Nikah ke Pengadilan sebagai langkah yang paling
tepat.
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Sisi negatifnya tidak memberikan perlindungan kepada
perempuan dan anak dalam hal kewarisan dan hak-hak diluar
administrasi negara, tidak melegalkan perkawinan, kekuatan
hukum sebuah produk dalam hal ini Permendagri 108 Tahun 2019
juga tidak dapat membatalkan produk hukum yang lebih tinggi
tingkatannya yaitu UU Perkawinan. Dapat melemahkan otoritas
lembaga pencatat perkawinan Kantor Urusan Agama dan Kantor
Catatan Sipil, menyuburkan praktek nikah siri atau nikah liar,
merebut kewenangan lembaga peradilan dalam hal penetapan
(istbat) suatu perkawinan yang tidak tercatat.

Permendagri Nomor 108 tahun 2019 sekali lagi perlu
digaris bawahi bukan untuk mengesahkan perkawinan siri akan
tetapi untuk melindungi hak dasar anak yang dijamin oleh negara

melalui Undang-undang.



4.1.

BAB EMPAT
PENUTUP

Kesimpulan

Proses Pelaksanaan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019
Tentang Kebolehan Pencatatan Anak Perkawinan Belum
Tercatat. Dengan Pencantuman frasa “Perkawinan Belum
Tercatat” di dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran telah
legal dilaksanakan sesuai dengan amanat dari Permendagri
tersebut agar menunjukkan perbedaan pada status hukum anak
yang lahir dari perkawinan tercatat dan anak yang lahir dari
perkawinan belum tercatat. Hanya dengan melampirkan bukti
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) maka
anak yang lahir dari perkawinan belum tercatat dapat
memperoleh Akta Kelahiran dengan tambahan frasa
“Perkawinan Belum Tercatat” dengan tujuan sebagai tanggung
jawab negara untuk memberikan perlindungan hukum pada
anak khususnya dalam memenuhi hak dasar anak.

Konsekuensi Berlakunya Permendagri Nomor 108 Tahun 2019
Terhadap Perlindungan Anak. Dapat dilihat dari dua sisi postif
dan juga negatif. Positif memberikan hak anak dalam hal
ketertiban administrasi, dapat terpenuhinya hak dasar anak
berupa bantuan sosial, pendidikan dan kesehatan, melindungi
anak dari kelalaian tanggung jawab orangtuanya, memberikan
kepastian mengenai asal usul anak (siapa ayah dan ibunya).

Pada sisi lain dapat membuka informasi tentang perkawinan
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siri dan perkawinan adat yang telah terpenuhinya syarat sah
dan rukun pernikahan yang di atur oleh agama kemudian
didorong dan dilanjutkan dengan itsbat nikah agar
pernikahannya dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan
hukum. Negatifnya, anak dari perkawinan belum tercatat tidak
mempunyai kekuatan hukum yang kuat, perlindungan terhadap
anak tersebut hanya sebatas pada ketertiban administrasi guna
dapat memperoleh hak dasarnya. Anak perkawinan belum
tercatat juga tidak dapat menuntut hak akan warisan.
Berpotensi adanya manipulasi data dalam SPTJM terhadap
anak luar nikah yang akan berakibat pada kejelasan status
hukum anak. Pada sisi lain dengan adanya Permendagri Nomor
108 Tahun 2019 berpotensi melemahkan otoritas lembaga
pencatat perkawinan Kantor Urusan Agama dan Kantor
Pencatatan Sipil, mempersempit kewenangan lembaga
peradilan dalam hal penetapan (istbat) suatu perkawinan yang
tidak tercatat. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019 dalam hal pencatatan perkawinan.

Saran

Dalam Proses Pelaksanaan Permendagri Nomor 108 Tahun
2019 Tentang Kebolehan Pencatatan Anak Perkawinan Belum
Tercatat. Harus diatur kembali agar tidak terjadi tumpang
tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya agar

terciptanya kepastian hukum yang tetap dan mencegah
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timbulnya konflik antar lembaga pemerintah serta tidak
terjadinya kegaduhan di dalam masyarakat.

Perihal konsekuensi dari penerapan Permendagri Nomor 108
Tahun 2019 Terhadap Perlindungan Anak. Meskipun telah
membantu mewujudkan hak anak dalam hal adminitratif, juga
harus diperhatikan aspek lainnya sehingga hak-hak anak akan
terjamin dari segala sisi. Pihak yang berwenang juga harus
benar-benar serius dalam menyeleksi permohonan pembuatan
dan pencatatan di Disdukcapil serta memberikan pemahaman
kepada masyarakat yang mencatatkan keperluannya dengan
segala konsekuensi yang akan ditimbulkan.

Permendagri 108 Tahun 2019 tentang kebolehan pencatatan
anak perkawinan belum di catat perlu dilihat sebagai alternatif
aturan hukum sementara untuk mengisi kekosongan aturan
hukum yang ada sehingga diperlukannya pembahasan lebih
lanjut oleh pemerintah dengan Lembaga terkait dalam
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2022 hal Pengantar Penelitian Tesis atas nama :
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Prodi : Hukum Keluarga
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Hal . 1zin Penelitian

Kepada Yth.
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Bahwa yang namanya tersebut diatas benar telah melakukan penelitian Tesis yang berjudul *
Status Hukum Anak Perkawinan belum Tercatat Berdasarkan Penmendagri Nomor 108
Tahun 2019 Terhadap Perlindungan Anak” .

Demikian surat izin ini dibuat agar dapat dipergunakan seperiunya.
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Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5475);

Undang-Undang . Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6354);

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 184);

Peraturan Menteri Dalam Negeri- Nomor 7 Tahun 2019
tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara
Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 152);
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MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI DALAM  NEGERI = TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR
96 TAHUN 2018 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata
penduduk, - pencatatan atas pelaporan peristiwa
kependudukan dan pendataan penduduk rentan
administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen
kependudukan berupa kartu identitas atau surat
keterangan kependudukan.

2. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting
yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan
Sipil pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil
kabupaten /kota.

3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri.

4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil
Kabupaten /Kota adalah perangkat daerah
kabupaten/kota selaku instansi = pelaksana yang
membidangi urusan administrasi kependudukan.

5. . Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya
disebut UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah unit
pelayanan urusan administrasi kependudukan di tingkat
kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang
berkedudukan di bawah Disdukcapil Kabupaten/Kota.

6. Perwakilan Republik Indonesia adalah kedutaan besar
Republik Indonesia, konsulat jenderal Republik Indonesia

dan konsulat Republik Indonesia.
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dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud
dalam huruf ¢, memerlukan penerbitan dokumen
Pendaftaran  Penduduk yang  baru, kepéla
Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan dokumen
dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

petugas menyerahkan dokumen  Pendaftaran

Penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf d.

BAB III
PENCATATAN SIPIL

Pasal 39
Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:
kelahiran;
lahir mati;
perkawinan;

RO
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pembatalan perkawinan;

perceraian;

pembatalan perceraian;

kematian;

pengangkatan anak;

pengakuan anak;

pengesahan anak;

perubahan nama;’

perubahan status kewarganegaraan;
Peristiwa Penting lainnya;
pembetulan akta Pencatatan Sipil; dan

pembatalan akta Pencatatan Sipil.

Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilakukan secara daring.

Dalam hal Penduduk tidak dapat menggunakan fasilitas

Pelayanan = Pencatatan  Sipil Daring, Penduduk

menggunakan pelayanan manual.
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Pasal 40
Pelayanan Pencatatan Sipil diberikan kepada:
a. WNI; dan
b. Orang Asing.
Pelayanan  Pencatatan  Sipil bagi Orang Asing
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. pemegang izin kunjungan;
b. pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan
c. pemegang Izin Tinggal Tetap.

Pasal 41
Pelayanan Pencatatan Sipil kepada Peduduk WNI
dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat Penduduk
berciomisili.
Pelayanan Pencatatan Sipil kepada WNI Bukan Penduduk
yang sedang berkunjung ke Indonesia dilakukan di
Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat terjadinya Peristiwa
Penting.
Pelayanan Pencatatan Sipil kepada orang asing pemegang
izin kunjungan dilakukan di Disdukcapil
Kabupaten/Kota tempat terjadinya Peristiwa Penting.
Pelayanan ' Pencatatan Sipil kepada Orang Asing
pemegang Izin Tinggal Terbatas dan pemegang Izin
Tinggal Tetap dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota
tempat Orang Asing berdomisili. : ’
Pelayanan Pencatatan Sipil kepada WNI di luar wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan di kantor

Perwakilan Republik Indonesia.

Bagian Kesatu

Pencatatan Kelahiran

Pasal 42

Pencatatan kelahiran terdiri dari:

a.

pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia;

AAAARS vt e
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pencatatan kelahiran WNI Bukan Penduduk yang sedang
berkunjung ke Indonesia;

pencatatan kelahiran Orang Asing di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

pencatatan- kelahiran WNI di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia; dan

pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat
tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang

Asing.

Pasal 43

Pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal
42 huruf a, harus memenuhi persyaratan:
a. surat keterangan kelahiran;
b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti

lain yang sah;
c. KK;dan
d. KTP-el. »
KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
merupakan KK dimana Penduduk terdaftar atau akan
didaftarkan sebagai anggota keluarga.
KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
tidak dipersyaratkan bagi ibu kandung yang belum
berusia 17 (tujuh belas) tahun dengan status belum
kawin.
Pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau
UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota dilakukan dengan tata
cara:
a. Pemohon mengisi dah menandatangani formulir

pelaporan  dengan  menyerahkan persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
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petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi
terhadap formulir pelaporan dan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman
data dalam basis data kependudukan;

pejabat  Pencatatan  Sipil pada  Disdukcapil
Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil
Kabupaten/Kota' mencatat dalam register akta
kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran;
dan

kutipan akta kelahiran disampaikan kepada

Pemohon.

Dalam hal pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan melalui petugas registrasi

pencatatan kelahiran, dilakukan dengan tata cara:

a.

Pemohon mengisi dan menandatangani formulir
pelaporan serta menyerahkan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi
terhadap formulir pelaporan - dan  persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

petugas registrasi meneruskan formulir pelaporan
dan persyaratan yang telah dilakukan verifikasi dan
validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b,
kepada petugas Disdukcapil Kabupaten/Kota atau
UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota untuk diterbitkan
kutipan akta kelahiran; :
petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan verifikasi
dan validasi terhadap formulir pelaporan dan
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1};
petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman
data dalam basis data kependudukan;

pejabat  Pencatatan  Sipil pada  Disdukcapil
Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil
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Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta
kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran;
dan

g. kutipan akta kelahiran disampaikan kepada

Pemohon.

Pasal 44

Pencatatan kelahiran WNI Bukan Penduduk yang sedang

berkunjung ke Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 42 huruf b, dengan memenuhi persyaratan sesuai

dengan = ketentuan Peraturan Presiden mengenai

persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil.

Pencatatan kelahiran WNI Bukan Penduduk yang sedang

berkunjung ke Indonesia, dilakukan dengan tata cara:

a. Pemohon mengisi dan menandatangani. formulir
pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai
tentang persyaratan dan tata cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur
mengenai pencatatan kelahiran WNI Bukan
Penduduk yang sedang berkunjung ke Indonesia;

b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi
terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai
persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai
pencatatan kelahiran WNI Bukan Penduduk yang
sedang berkunjung ke Indonesia;

c.  petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman
data ke dalam basis data kependudukan;

d. pejabat Pencatatan = Sipil pada  Disdukcapil
Kabupaten/Kota mencatat - dalam register akta
kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran;

dan
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e. kutipan akta . kelahiran disampaikan kepada

Pemohon.

Pasal 45

Pencatatan kelahiran Orang Asing di wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 42 huruf ¢, dengan memenuhi persyaratan

sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai
persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil.

Pencatatan kelahiran Orang Asing di wilayah Negéra

Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan dengan tata

cara:

a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir
pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai
persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai
pencatatan kelahiran Orang Asing di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi
terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai
persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai
pencatatan kelahiran Orang Asing di wilayah Negara
Kesatuan Republik'lndonesia;

c. Dpetugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota -
melakukan perekaman data ke dalam basis data
kependudukan; ,

d. pejabat Pencatatan ~ Sipil pada Disdukcapil
Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta
kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran,
dan '

e. kutipan akta kelahiran disampaikan kepada

Pemohon.
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Pasal 46 '

Penicatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 42 huruf d, wajib dicatatkan pada instansi

yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan
kepada  Perwakilan =~ Republik Indonesia, dengan
memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan

Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir
pelaporan serta. menyerahkan persyaratan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Presiden . mengenai
persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai
pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia; ‘ '

b. pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia
melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir
pelaporan dan persyaratan sesuai dengah ketentuan
Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata
cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
yang mengatur mengenai pencatatan kelahiran WNI
di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia yang
dapat - mengakses = basis data kependudukan
melakukan perekaman data pelaporan ke dalam
basis data kependudukan;

d. pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik
Indonesia mencatat laporan dalam daftar pelaporan
dan menerbitkan surat bukti pelaporan; dan

e. Surat keterangan pelaporan diberikan kepada

Pemohon.
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Pasal 47

Pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat

tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang

Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e,

dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan

memenuhi - persyaratan sesuai dengan ketentuan

Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat

tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang

Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

dengan tata cara: ’

a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir
pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai
persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai
pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

b. pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia
melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir

. pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata
cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
yang mengatur mengenai pencatatan kelahiran WNI
di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indoneésia;

c. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia yang
dapat -~ mengakses basis data kependudukan
melakukan perekaman data pelaporan ke dalam
basis data kependudukan;

d. pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik
Indonesia mencatat dalam register akta kelahiran
dan menerbitkan kutipan akta kelahiran; dan

e. kutipan akta kelahiran disampaikan kepada '

Pemohon.




(3)

43 2019, No.1789

Pasal 48

Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan

berupa: ,

a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti
lain yang sah; dan

b. status hubungan dalam keluarga pada KK tidak
menunjukan status hubungan perkawinan sebagai
suami istri,

dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta

kelahiran sebagai anak seorang ibu.

Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan

berupa:

a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti
lain yang sah; dan

b. status hubungan dalam keluarga pada KK
mehunjukan status hubungan perkawinan sebagai
suami istri,

dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta

kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan

frasa yaitu: yang perkawinannya belum tercatat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau

baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau

keberadaan orangtuanya, sesuai dengan ketentuan

Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dicatét

dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran

tanpa nama orangtua.

Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 49
Pencatatan Lahir Mati bagi Penduduk WNI dan Orang

Asing dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan




